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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul ‛Analisis Hukum Islam terhadap Jasa Pengairan 

Sawah dengan Sistem Sibel di desa Bibrik, kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun.‛ 

merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana 

praktik upah air sawah dengan sistem sibel di desa Bibrik kecamatan Jiwan 

kabupaten Madiun? Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik upah air 

sawah dengan sistem sibel di desa Bibrik kecamatan Jiwan kabupaten Madiun? 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi, observasi dan, wawancara (interview). Selanjutnya data 

disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni 

tentang praktik pembayaran jasa pengairan sawah dengan sistem sibel di desa 

Bibrik, kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun, kesimpulan diambil melalui 

komparatif dan induktif. 

       Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran jasa pengairan 

sawah dengan sistem sibel di desa Bibrik, kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun. 

Setiap minggu kelompok tukang air melakukan pengairan air ke sawah-sawah 

sampai selesai. Setelah itu kelompok tukang air memberikan hak kepada petani 

untuk memperbaiki parit jalur air di sawah-sawah mereka, dan memperoleh 

pelayanan pemantauan dan pelayanan parit jalur air. Kemudian di akhir panen 

kelompok tukang air melakukan pemungutan pembayaran, tetapi pada waktu 

pembayaran ada pembayaran yang diminta kelompok tukang air yang tidak sesuai 

perjanjian di awal. 

 Dari pembahsan penelitian ini dapat disimpulkan: 1) Bahwa dalam akad 

pembayaran upah air di desa Bibrik sejalan dengan akad ija>rah, pada paraktiknya 

unsur dalam akad ini sudah memenuhi syarat dan rukun akad ija>rah, di lihat dari 

percakapan ijab kabul petani terlihat mengucapkan seperti akad jual beli bukan 

sebagai akad ija>rah dan adanya upah yang tidak dipastikan oleh kelompok tukang 

air tetapi ini dilakukan agar lebih luwes namun tetap dalam maknanya yaitu akad 

ija>rah. 2) Kelompok tukang air melakukan akad ini menerima upah dari petani 

sudah sesuai dengan ketentuan akad ija>rah, maslahah mursalah, dan ujroh, karena 

kelompok tukang air berkad dengan jasanya bukan untuk menjual air, selain itu 

pemintaan upah tambahan memperhatikan tenaga besar yang dikeluarkan untuk 

sekali pengairan air sawah. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Umumnya keberhasilan pertanian sektor pangan ditentukan oleh 

pengaturan pengairan yang baik. Pada kegiatan peningkatan poduksi sawah 

khususnya tanaman padi. Tujuannya pengaturan pengairan adalah agar dapat 

menunjang penyediaan air untuk kebutuhan dan hasil produksi yang semakin 

meningkat.
1
 Dalam rangka meningkatkan produksi tersebut maka perlu 

halnya melakukan rehabilitas pengairan dan perluasan pengairan sawah. 

Petani yang menggunakan irigasi pengairan, dituntut melakukan 

kerjasama dalam mengelola pengairan agar dapat teralokasi ke semua 

wilayah.
2
 Jadi untuk melakukan peningkatan irigasi pengairan di persawahan 

diperlukan kerjasama anatar semua pihak yang terkait agar tercapainya 

tujuanan tersebut. 

Hubungan kerjasama dalam Islam dikenal dengan iltiza>m. Iltiza>m itu 

sendiri adalah suatu hubungan hukum dimana terdiri dua pihak atau lebih 

untuk melakukan perjanjian atau memberikan sesuatu apa yang telah mereka 

perjanjikan. Ikatan tersebut terwujud karena adanya hak dan kewajiban yang 

                                                 
1
 Kaslan A. Tohir, Seuntai Pengetahuan Usaha Tani  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 29. 

2
 World Bank, Laporan Pembangunan Dunia 2008: Pertanian Untuk Pembangunan (Jakarta: 

Salemba, 2008), 265. 
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harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terkait karena perjanjian 

adalah sumber dari sebuah perikatan.
3
 

J.S.T Simorangkir mengakatan, hukum merupakan peraturan-

peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia 

dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang 

berwajib, dan bila peraturan tersebut dilanggar, maka akan diberikan 

tindakan berupa hukuman.
4
 

Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud 

dengan hukum adalah segala norma dan aturan yang berlaku di suatu negara, 

yang harus ditaati oleh seluruh warga negara agar terjadinya tertib hukum di 

masyarakat, yang bila dilanggar, maka akan diberikan sanksi. 

Manusia adalah makhluk yang bermasyarakat dan bersosial tidak 

dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan pertolongan yang dapat 

digunakan untuk menyambung kelangsungan hidupnya baik pertolongan dari 

Allah ataupun melalui perantara manusia yang lain sehingga bertujuan untuk 

menyambung persaudaraan antar sesama manusia.
5
 Untuk memperoleh 

rezeki dari Allah banyak cara yang dapat dilakukan oleh manusia baik 

dengan cara individu maupun kelompok untuk memenuhi kehidupannya. 

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Allah dalam firman-Nya yaitu: 

وَانِ ... دْ عُ لْ ثِْْ وَا ى الِْْ لَ وا عَ اوَنُ عَ  َ وَىٰ ۖ وَلََ ت قْ لت َّ بِِّ وَا لْ ى ا لَ وا عَ اوَنُ عَ  َ  ...وَت

                                                 
3
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat) 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 48-49. 
4
 CST.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 38. 

5
 Masruhan, Metodologi Penelitian (Hukum)  (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 68. 
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Artinya: ‚...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran...‛ (Q.S al-Maidah :2)
6
 

 

Islam adalah agama yang mecintai persaudaraan, serta Islam 

mengajarkan kepada manusia untuk saling kerjasama dalam perbuatan 

kebaikan, perbuatan dalam bidang apapun salah satunya dalam bidang 

bermu’amalah dan transaksi jual beli, pergadaian, sewa-menyewa, tentu 

dalam bidang transaksi ekonomi yang digunakan mayoritas banyak manusia 

dikehidupan sehari-hari. 

Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari 

nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam Alquran, hadist nabi dan 

sumber-sumber ajaran Islam lainnya. Islam erat dengan nilai-nilai yang 

mendorong manusia untuk membangun ekonomi mereka yang tercermin 

dalam anjuran disiplin waktu, memelihara waktu, memelihara harta, nilai 

kerja, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi, dan juga perhatian 

Islam terhadap Ilmu pengetahuan.
7
 

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan 

yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, yang dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Ketika seseorang ingin menikmati 

jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah maka ia harus membayar 

retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Dalam fikih muamalah dikenal beberapa jenis akad kerjasama dalam 

bidang pertanian, diantaranya adalah al-muza>ra’ah,  wakalah, dan ija>rah. 

                                                 
6
 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya  jilid 11 Al-Maidah (5):2 (Jakarta:widya 

cahaya,2011), 49. 
7
 Idri, Hadist Ekonomi (ekonomi dalam perpesktif hadist nabi) (Surabaya: UIN Sunan Ampel 

press.2014), 4. 
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Ija>rah biasa juga disebut sewa, jasa atau imbalan, adalah akad yang 

dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Ija>rah adalah 

istilah dalam fiqih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan.
8
  

Ija>rah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadh (ganti). Dari 

sebab itu al-ta{wab (pahala) dinamai ajru (upah). Ija>rah adalah suatu 

transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan mempersewakan 

sesuatu harta atau barang untuk mengambil dengan harga tertentu dan 

waktu tertentu.
9
 

Ulama fikih bersepakat atas legalnya akad ija>rah kecuali Abu Bakar 

al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Basri, al-Qasyani, an-Nahrawani, dan 

Ibnu Kaisan. Mereka melarang akad ini karena ija>rah menjual manfaat 

padahal manfaat-manfaat tersebut tidak pernah ada saat melakukan akad, 

hanya dengan berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi sedikit. 

Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dilakukan jual beli atasnya. 

Sebagaimana tidak boleh menggantungkan jual beli pada masa akan 

datang.
10

 

Pernyataan tersebut dibantah oleh Ibnu Rusyd bahwa manfaat 

tersebut tidak ada saat akad, tetapi secara umum dapat tercapai. Syariat 

hanya memperhatikan manfaat-manfaat yang pada umumnya tercapai ini 

atau manfaat antara tercapai dan tidaknya seimbang. 

Mayoritas memperbolehkan adanya akad ija>rah dengan dalil Alquran 

yang dijelaskan sebagai berikut: 

                                                 
8
 Ascarya, Akad dan Poduk Bank Syariah (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2015), 99. 

9
 Ibid, 38. 

10
 Ibid, 39 
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مْ وَلََ  دكُِ نْ وُجْ مْ مِ تُ  ْ ن كَ ثُ سَ يْ نْ حَ نَّ مِ وهُ نُ كِ سْ نَّ   أَ ِِ يْ لَ وا عَ يِّقُ ََ تُ نَّ لِ اُّووهُ ََ  تُ
مْ  كُ نَ لَ عْ ُّْضَ نْ أَ إِ نَّ   فَ ُِ نَ حََْلَ عْ ََ ٰ يَ تََّّ نَّ حَ ِِ يْ لَ وا عَ قُ فِ نْ أَ تِ حََْلٍ فَ ولََ نَّ أُ نْ كُ وَإِ

عُ لَ  رْضِ  ُ ت سَ رْتُُْ فَ اسَ عَ  َ نْ ت ۖ وَإِ رُوفٍ  مْ بَِِعْ كُ نَ  ْ ي  َ تََِرُوا ب نَّ ۖ وَأْ وَُّهُ جُ نَّ أُ وهُ آتُ رَىٰ فَ خْ  هُ أُ

 
Artinya:Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka 

(isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka 

berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, 

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka 

berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di 

antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 

kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 

untuknya. (Q.S. al-Ta>laq: 6)11
. 

 

Secara terminologi perlu dikemukan pendapat para ulama’ yaitu 

sebagi berikut: 

1. Menurut Ali al-Khafif, ija>rah adalah transaksi terhadap sesuatu yang 

bermanfaat dengan imbalan. 

2. Menurut ulama’ syafi’iyah, ija>rah adalah transaksi terhadap sesuatu 

manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh 

dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. 

3. Menurut ulama’ malikiyah dan hanabilah, ija>rah adalah pemilikan suatu 

manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertetentu dengan imbalan.
12

 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka ija>rah tidak boleh 

dibatasi dengan syarat. Akad ija>rah tidak boleh dipalingkan, kecuali ada 

unsur manfaat, dan akad ija>rah tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk 

diambil buahnya.
13

 

                                                 
11

Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 10 (Jakarta:widya cahaya,2011), 188. 
12

 Ibid, 181 
13

 Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer ( Sidoarjo :CV cahaya intanXII. 2014), 72-73. 
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Dilihat dari objeknya, para ulama fikih membagi akad ija>rah kepada 

dua macam: 

1.  Ija>rah bil ‘amal, yaitu sewa menyewanya yang bersifat pekerjaan atau 

jasa. ija>rah yang bersifat pekerjaan atau jasa ialah dengan cara 

memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut 

para ulama fikih, ija>rah jenis ini hukumnya diperbolehkan apabila jenis 

pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik 

dan tukang sepatu. Ijara>h seperti ini terbagi menjadi dua yaitu: 

a. Ija>rah yang bersifat pribadi, seperti menggaji seseorang pembantu 

rumah tangga. 

b. Ija>rah yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau sekelompok orang 

yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang 

sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit. Kedua bentuk ija>rah terhadap 

pekerjaan ini (buruh, tukang dan pembantu), menurut para ulama 

fikih hukumnya boleh. 

 

2.  Ija>rah bi al-manfaat, yaitu sewa menyewanya yang bersifat manfaat. 

ija>rah yang bersifat manfaat contohnya: (a) sewa-menyewa rumah; (b) 

sewa-menyewa toko; (c) sewa-menyewa kendaraan; (d) sewa-menyewa 

pakaian; (d) sewa-menyewa perhiasaan dan lain-lain.
14

 

Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat dalam 

perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa menyewa ada kewajiban bagi 

                                                 
14

 Muhammad Yazid, Hukum  Ekonomi Islam (fiqh muamalah) (Sidoarjo: CV cahaya Intan XII. 

2014), 202. 
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penyewa untuk menyerahkan barang yang disewakan.
15

 Selain itu hak dan 

kewajiban yang menawarkan jasa dan yang menikmati jasa harus terpenuhi, 

adapun kewajiban pemberi jasa adalah memenuhi semua keawajiban yang 

tertuang dalam perjanjian kerja, dia harus bersungguh-sungguh mengerahkan 

kemampuannya sesuai dengan syarat-syarat kerja secara efisien dan jujur.
16

  

Kemaslahatan bagi individu dan masyarakat merupakan hal terpenting 

dalam kehidupan ekonomi, hal iniliah yang menjadi karakteristik ekonomi 

Islam, dimana kemaslahatan individu dan bersama harus saling mendukung. 

Dalam arti kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi 

kemaslahatan bersama dan sebaliknya. Dalam mewujudkan kemsalahatan 

kehidupan bersama, negara mempunyai hak interview apabila terjadi 

eksploitasi atau kezaliman dalam mewujudkan sebuah kemaslahatan. Negara 

harus bertindak jika terjadi penyimpangan operasional yang merugikan hak-

hak kemaslahatan.
17

 

Perlu penulis jelaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan ija>rah 

adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan 

memebrikan imbalan dengan jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan 

menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual ‘ain dari benda itu sendiri. 

Adapun ija>rah adalah pemberian upah atas pemanfaatan suatu benda atau 

imbalan kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. 

Penulis melakukan penelitian di lapangan tepatnya di desa Bibrik 

kecamatan Jiwan, kabuptaen Madiun dikarenakan menurut penulis di desa 

                                                 
15

 Abdul Djamali, Hukum Islam (bandung:Mandar Maju,1992), 161. 
16

 Muhammad Syarif Chaudrhry. Sistem Ekonomi Islam: prinsip dasar  (Jakarta: Prenamedia Group. 

2012), 195. 
17

 Imam Buchori dan Siti Musfiqoh. Sistem Ekonomi Islam (Surabya: UIN Sunan Ampel Press. 2014), 

26. 
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itu terdapat potensi pertanian yang bagus untuk dikembangkan begitu pula 

dengan sistem pengairan yang harus baik pula untuk menunjang peningkatan 

pertanian yang progresif. 

Perangkat desa adalah seorang yang berkedudukan sebagai unsur 

pembantu kepala desa yang tergabung dalam pemerintahan desa, dalam hal 

ini kepala desa yang menyerahkan sistem perairan baru kepada kelompok 

tani yang diprogramkan pemerintah bekerja sama dengan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Balai Besar 

Wilayah yang telah menyelesaikan pembangunan pompa submersibel 

kemudian disosialisasikan ke kabupaten dan kabupaten ke kecamatan setelah 

ke kecamatan di distribusikan kepada di desa-desa. 

Bupati kabupaten Madiun mengharapkan tercapainya peningkatan 

hasil produksi pertanian  yang sebelumnya hanya menghasilkan tiga kali 

panen dengan memanfaatkan pengairan dari air hujan dan dengan bantuan 

disel. Pompa submersibel ini biasanya digunakan dalam produksi minyak 

untuk memberikan bentuk yang relatif efisien. Alat ini mampu beroperasi di 

berbagai laju aliran dan kedalaman. Dengan mengurangi tekanan di bagian 

bawah dengan baik atau dengan menurunkan tekanan dasar sumur mengalir, 

atau meningkatkan penarikan.
18

 

Diameter dari pompa submersibel ini adalah 90mm atau 3,5 inci 

samapi dengan 254 mm dan variasi antara 1 sampai 8,7 meter atau 29 kaki 

ke dalam tanah. Pompa ini memiliki semburan yang sangat kuat, selain pada 

itu pompa air ini bisa digynakan selama 24 jam non stop dan sudah bertahan 

                                                 
18

 Mahbub Junaidi, Sekretaris Desa, hasil wawncara pribadi, tgl 10 oktober 2018. 
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kurang lebih dua tahun. Karena pompa air ini berada di dalam air yang 

otomatis akan mendinginkan suhu pompa air sehingga suhu pompa stabil. 

Kelebihan lain dari pompa ini adalah tidak memerlukan pipa hisap, 

tinggal celupkan maka air akan disemburkan kemudian tidak perlu 

memikirakn ketinggian air yang dikhawatirkan membanjiri pompa karena 

sudha kedap air. Sekitar dua tahun yang lalu resmi alat perairan baru ini 

bernama submersibel atau lebih dikenal masyarakat dengan sibel 

dioperasikan oleh kelompok petani dan kelompok tukang air, setelah 

berjalan dengan cukup lamanya waktu menghasilkan peningkatan produksi 

panen yang meningkat dengan seperti itu membantu perekonomian 

masyarakat khusunya di desa Bibrik kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun
 
.
19

 

Kerjasama ini dapat dikatakan sebagai sebuah kesepakatan kerjasama 

yang terjadi antara pihak perangkat desa pihak kelompok tukang air sawah 

untuk melakukan kerja sama yang dikenal dengan istilah banyu sawah.
20

 Di 

lapangan tepatnya desa Bibrik kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun. 

Penulis menemui kelompok tani, menurut para kelompok tani 

kelompok tukang air mengenakan pemungutan biaya dari air yang sudah 

dialirkan ke sawah-sawah kelompok tani dengan biaya 12,5 kilogram per 

kotak sawah dengan luas 100 meter persegi. Dari 12,5 kilogram per kotak 

sawah, 10 kilogram diberikan kepada tukang air karena sudah mengairi 

sawah, kemudian 2,5 kilogram digunakan untuk kas kelompok tani untuk 

memperbaiki perairan dan dialokasikan ke pemasukan desa. 

                                                 
19

 Totok, (Modin Desa Bibrik Jiwan Madiun), Wawancara, Madiun 29 April 2018. 
20

 Fendi,(Kepala Desa/Desa Bibrik Jiwan Madiun), Wawancara, Madiun, 30 April 2018. 
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Biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok tani kepada kelompok 

tukang air adalah biaya Rp. 10.000,00 per kotak sawah biaya ini adalah 

biaya digunakan untuk pribadi masing-masing kelompok tukang air.
21

 Disini 

penulis menemukan kejanggalan pada setiap akhir panen penarikan upah 

dilakukan yang diberikan kelompok tani kepada tukang tani yaitu adanya 

biaya tambahan yang dikeluarkan kelompok tani tanpa adanya perjanjian di 

awal perjanjian.  

Oleh sebab itu penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai proses 

atau praktik akad yang dilakukan dalam pengairan sawah desa Bibrik Jiwan 

Madiun tersebut, baik dari segi proses kerjasamanya, pandangan hukum 

Islam, maupun dari segi penyelesaian sengketa yang terjadi dalam 

kerjasamanya. Hal inilah yang menuntun peneliti untuk melakukan 

penelitian dengan judul ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengairan 

Sawah dengan Sistem Sibel di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan kabupaten 

Madiun‛. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa 

masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Latar belakang pembayaran upah pengairan sawah di desa Bibrik 

kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun. 

                                                 
21

 Supali,(Petani/Desa Bibrik Jiwan Madiun), Wawancara, Madiun, 30 April 2018. 
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2. Penerapan upah pada akad ija>rah di desa Bibrik kecamatan Jiwan, 

kabupaten Madiun.  

3. Perkembangan sistem pengairan sawah desa Bibrik kecamatan Jiwan, 

kabupaten Madiun. 

4. Upah menurut hukum Islam. 

5. Faktor yang menyebabkan kelompok tukang air desa Bibrik kecamatan 

Jiwan, kabupaten Madiun menarik upah tambahan. 

Dalam penelitian di desa Bibrik kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun 

diberlakuakan pembatasan masalah agar dalam penelitian ini lebih terfokus, 

adapaun pembatasan masalahnya adalah: 

1. Praktik jasa pengairan sawah dengan sistem sibel di desa Bibrik 

kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun. 

2. Analisis Hukum Islam terhadap praktik jasa pengairan sawah dengan 

sistem sibel di desa Bibrik kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan 

peneliti bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik jasa pengairan sawah dengan sistem sibel di desa 

Bibrik kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun? 

2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik jasa pengairan sawah 

dengan sistem sibel di desa Bibrik kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas. Tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Menjelaskan praktik jasa pengairan sawah dengan sistem sibel di desa 

Bibrik kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun. 

2. Menejelaskan analisis Hukum Islam terhadap praktik jasa pengairan 

sawah dengan sistem sibel di desa Bibrik kecamatan Jiwan, kabupaten 

Madiun. 

 

E. Kegunaan Hasil Penelitian 

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai 

tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara 

teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang 

dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih 

informasi dan perbendaharaan khazanah keilmuan dalam bermuamalah, 

khususnya dalam menerapkan upah pada pengairan air sawah di desa 

Bibrik kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun. 

2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan 

dan memberi kontribusi pemikiran kepada desa Bibrik, kecamatan Jiwan, 

kabupaten  Madiun, dalam menjalankan aktifitas ekonomi berbasis 

Syariah. 
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3. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan serta bermanfaat 

dan dapat digunakan sebagai acuan atau pembanding dalam pembuatan 

skripsi berikutnya. 

4. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi pada 

progam studi hukum ekonomi Syariah jurusan hukum perdata Islam 

fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi Operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian 

yang bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing variabel yang 

digunakan dalam penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas dan 

mengandung spesifikasi mengenai variabel yang digunakan didalam 

penelitian ini. Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

Hukum Islam : Seperangkat peraturan yang bersumber dari 

Alquran, hadis dan pendapat ulama tentang ija>rah. 

Adapun ija>rah adalah pemberian upah atas 

pemanfaatan suatu benda. 

Sibel : Adalah pompa yang biasanya digunakan dalam 

produksi minyak untuk memberikan bentuk yang 

relatif efesien. Pompa air ini berada di dalam air 

yang otomatis akan mendinginkan suhu pompa air 

sehingga suhu pompa stabil dan pompa ini memiliki 

semburan yang sangat kuat. 
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G. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau 

penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti 

sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan 

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.
22

  

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang 

sama serta menghindari anggapan plagiasi karya tertentu, maka perlu 

pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Diantara penelitian yg 

pernah dilakukan adalah sebagai berikut. 

Pertama, sejauh penelurusuran yang penulis lakukan, ditemukan 

membahas tentang pengairan sawah, yaitu Skripsi Ida Qur’aini tahun 1994 

dengan judul ‚Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Perjanjian Bagi Hasil 

Tamanan Padi dari Usaha Pengairan di Desa Candi Wates Kecamatan Prigen 

Kabupaten Pasuruan‛. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian 

bagi hasil tanaman padi dalam pembahasan ini mengesankan tidak ada 

kepastian keuntungannya. Bila hasil tanamannya baik bagi mereka akan 

mendapatkan keuntungan. Tetapi jika mengalami kegagalan (bukan unsur 

kesengajaan, melainkan faktor luar kemampuan mereka) menggunakan 

kajian muza>ra’ah.
23

 

Kedua skripsi Siti Machmudah tahun 2013 dengan judul ‚Analisis 

Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil 

                                                 
22

 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis 
Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8. 
23

 Ida Qur‟aini,“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Perjanjian Bagi Hasil Tamanan Padi dari 

Usaha Pengairan di Desa Candi Wates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan”. (Skripsi--

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 1994). 
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Disertai dengan Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono 

Kabupaten Sidoarjo‛. Skripsi ini membahas kerjasama antara pemilik sawah 

dengan pengelola dimana pemilik sawah member tugas kepada pengelola 

untuk ditanami dan dikelola dengan imbalan sebagian presantasi dari 

hasilnya. Adapun pada akad perjanjian kerjasama ini pada awalnya tidak ada 

upah yang berupa uang, upah yang disepakati diperjajian awal adalah upah 

berupa sebagian dari panen, kerjasama ini ada salah satu pihak yang 

dirugikan.
24

 

Ketiga skripsi Sa’adatina Khuzaimah tahun 2016 yang berjudul 

‚Analisis Prinsip Ekonomi Islam dalam Kerjasama Pengairan Sawah di Desa 

Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro‛. Skripsi ini 

membahas dalam praktik kerja sama antara petani dan piihak pengelola 

irigasi pengairan sawah. Dalam prakteknya pembagian keuntungan 

pengairan, dalam hal ini berupa padi merugikan pihak pengelola irigasi 

dimana padi yang telah dibagi dan diukur sesuai dengan porsi masing-

masing ternyata melenceng dari apa yang diharapkan. Kajian yang 

digunakan adalah akad musya>rakah.25 

Sedangkan dalam skripsi yang bejudul Analisis Hukum Islam 

terhadap jasa pengairan sawah dengan sistem sibel di desa Bibrik, 

kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun. Akan fokus pada dua hal yaitu: (1) 

bagaimana praktik jasa pengairan sawah dengan sistem sibel di desa Bibrik 

                                                 
24

 Siti Machmudah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian dengan Sistem Bagi 

Hasil Disertai dengan Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”. 

(Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013). 
25

 Sa‟adatina Khuzaimah ,“Analisis Prinsip Ekonomi Islam dalam Kerjasama Pengairan Sawah di 

Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”. (Skripsi--Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya, 2016). 
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kecamatan Jiwan kabupaten Madiun?; (2) bagaimana analisis Hukum Islam 

terhadap parktik jasa pengairan sawah dengan sistem sibel di desa Bibrik 

kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun?. 

 

H. Metode Penelitian 

Salah satu bagian penting dalam kegiatan ilmiah adalah metodologi 

mengenai penelitian yang akan dilakukan. Metodologi penelitian merupakan 

bagian integral dari tahapan dan proses dalam menyelesaikan penelitian agar 

penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.
26

 Dalam penyusunan 

karya ilmiah cara penelitian yang digunakan sangat berpengaruh terhadap 

kualitas penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penlitian kualitatif.  

Aspek-aspek yang digunakan dalam sub bab ‚Metode Penelitian‛ ini 

berkenaan dengan lokasi penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, 

pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data sebagai berikut: 

 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yakni 

penelitian yang dilakukan dalam kontek lapangan yang benar-benar 

terjadi terhadap penerapan jasa pengairan sawah dengan sistem sibel 

yang tidak tercantum pada akad ija>rah di desa Bibrik kecamatan Jiwan 

kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.27 Selanjutnya, untuk dapat 

memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang 

sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas: data yang 

                                                 
26

 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif  (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 3. 
27

 Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28. 
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dikumpulkan, sumber data, teknik analisis data, dan sistematika 

pembahasan. 

 

2. Data yang dikumpulkan 

Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka 

data yang akan dikumpulkan adalah berupa data primer dan data 

skunder yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Data primer meliputi: (a) Data tentang prosedur pembayaran upah 

jasa pengairan sawah dengan sistem sibel di desa Bibrik, kecamatan 

Jiwan, kabupaten Madiun; (b) Data tentang awal mula perjanjian 

pembayaran upah jasa pengairan sawah dengan sistem sibel di desa 

Bibrik, kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun; (c) Data tentang 

penerapan jasa pengairan sawah dengan sistem sibel yang tidak 

tercantum di akad ija>rah. 

b. Data skunder meliputi: (a) Data mengenai prosedur mekanisme akad 

ija>rah; (b) Catatan perjanjian ketua kelompok tukang air. 

 

3. Sumber Data 

Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data 

sebagai berikut: 

a. Sumber Primer, Data yang diperoleh scara langsung dari masyarakat 

baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya
28

. 

Dalam penelitian ini, yaitu sumber data yang pengambilannya 

                                                 
28

 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 87. 
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diperoleh dari tempat penelitian, meliputi: (a) Data yang didapatkan 

peneliti dari hasil wawancara dengan Kepala desa dan Sekretaris desa 

Bibrik, kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun; (b) Data yang 

didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan kelompok tukang 

air desa Bibrik, kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun yang berjumlah 

lima kelompok terdiri dari ketua kelompok, bendahara kelompok 

tukang air, dan anggota kelompok tukang air; (c) Kelompok tani desa 

Bibrik, kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun yang terkena 

pembayaran jasa pengairan sawah, penulis melakukan observasi 

dengan enam orang petani. 

b. Sumber Skunder, yaitu informasi yang telah dikumpulkan pihak 

lain
29

. Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari 

buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang 

berhubungan dengan masalah hukum Islam tentang penerapan denda 

pada akad ijārah yaitu: (a) Mardani, Hukum Bisnis Syariah, 2013; (b) 

M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, 2015; (c) Syamsul Anwar, Hukum 

Hukum Perjanjian Syari’ah, 2012; (d) Sayyid Sa>biq, Fiqh Sunnah, 

1971; (e) Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, 2005. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya 

adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

                                                 
29

 Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pusaka Utama, 1992), 69.  
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a. Interview (wawancara), metode wawancara atau interview yaitu 

metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan 

berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian.
30

 

Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan Tanya jawab 

sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandasaskan pada 

tujuan penelitian. Wawancara yang peneliti lakukan, yaitu dengan: 

1) Kepala desa atau Perangkat desa yang bertanggungjawab 

terhadap penerapan pembayaran jasa pengairan sawah.  

2) Kelompok tani yang terkena pembayaran jasa pengairan sawah 

pada akad ija>rah yang terdiri dari enam orang. 

3) Kelompok tukang air yang menjalankan aktivitas pengairan di 

desa Bibrik, kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun yang terdiri 

dari ketua kelompok tukang air, bendahara dan anggota 

kelompok tukang air 

b.  Dokumentasi  

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis, 

seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan 

sebagainya.
31

 Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah 

diperoleh peneliti dapat memperoleh penerapan pembayaran jasa 

pengairan sawah yang tidak sesuai pada akad ija>rah di desa Bibrik, 

kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun. 

 

                                                 
30

 Lexy J.Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif Cet I, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 

135. 
31

 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158. 
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5. Teknik Pengelolahan Data 

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-

sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a.  Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh 

dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang 

meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, 

kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
32

 Teknik ini 

digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang 

sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber 

studi dokumentasi. 

b.   Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber 

dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran 

yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data 

yang diperoleh.
33

 Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat 

memperoleh gambaran tentang penerapan pembayaran jasa pengairan 

sawah pada akad ija>rah di desa Bibrik, kecamatan Jiwan, kabupaten 

Madiun. 

c.   Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap 

hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-

sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, 

sehingga diperoleh kesimpulan mengenai analisis akad ija>rah 

                                                 
32

 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian  (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.  
33 Ibid., 154. 
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terhadap penerapan pembayaran jasa pengairan sawah dengan sistem 

sibel.34
 

 

6. Teknik Analisis Data 

Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian 

dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamanati dengan metode yang telah ditentukan. 

a.  Analisis Deskriptif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan 

serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk 

mengetahui gambaran tentang penerapan tentang penerapan 

pembayaran jasa pengairan sawah pada akad ija>rah di desa Bibrik, 

kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun. 

b. Pola Pikir Induktif, dalam penelitian ini penulis menggunakan pola 

pikir induktif yaitu pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang 

berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan 

fakta-fakta yang bersifat khusus.
35

 Pola pikir ini berpijak pada teori-

teori akad, ija>rah dan kemudian dikaitkan dengan fakta dilapangan 

tentang pembayaran jasa pengairan sawa yang tidak tercantum pada 

akad kontrak. 

 

                                                 
34 Ibid., 195. 
35

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.   
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I. Sistematika Pembahasan 

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa 

yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama dalam bab yaitu pendahuluan. Dalam bab ini akan 

menjelaskan tentang Pendahuluan berupa gambaran umum yang memuat pola 

dasar pemahaman skripsi ini sebagai pintu pertama untuk memasuki bab 

selanjutnya, meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, 

Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika 

Pembahasan.  

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua membahas tentang landasan teori 

yang mendukung dalam penelitian yang meliputi Akad dan penjelasan mengenai 

hal-hal penerapan pembayaran jasa pengairan sawah dengan sistem sibel 

menggunakan akad ija>rah. Pengertian ija>rah, dasar hukum, syarat, dan rukun-

rukunnya, serta jasa pengairan sawah dan penjelasan mengenai rincian upah 

menurut Islam dan dasar hukum ija>rah. 

Bab ketiga penyajian data, dalam bab ini akan menjelaskan tentang 

gambaran umum jasa pengairan sawah dan lokasi penelitian, pembayaran jasa 

pengairan sawah dan realisai atas pembayaran jasa pengairan sawah.  

Selanjutnya bab empat analisis data, peneliti akan membahas tentang 

penerapan pembayaran jasa pengairan sawah yang tidak tercantum pada akad 

ija>rah. serta analisis hukum Islam terhadap jasa pengairan sawah  yang tidak 

tercantum pada akad ija>rah di desa Bibrik Jiwan Madiun. 
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Skripsi ini diakhiri dengan bab lima, yaitu penutup dari pembahasan 

skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya 

memberikan saran. 
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BAB II 

KONSEP IJA>RAH DAN MASLAHAH MURSALAH  

 DALAM ISLAM 

A. Ija>rah 

1. Pengertian ija>rah 

Kegiatan ekonomi Islam, ija>rah dikaitkan dengan jasa. Penjualan jasa 

dalam Islam disebut ija>rah atau sewa-menyewa, yaitu kegiatan pemindahan 

hak pemanfaatan. Objek dari kegiatan ija>rah adalah jasa baik berupa jasa yang 

dihasilakn dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan 

barang. Sebenarnya konsep ija>rah hampir sama dengan konsep jual beli. 

Hanya saja, objek yang diperjualbelikan dalam ija>rah aadalah jasa, sedangkan 

dalam kegiatan jual beli yang diperjualbelikan adalah barang atau benda. 
36

 

Menurut Sayyid sabiq ija>rah berasal dari kata al-ajru yang berarti al 

‘iwadhu (ganti). Dari sebab itu at- Thawa>b (pahala) dinamai ajru (upah). 

Secara bahasa menurut Rahmad syafi’i, seperti yang dikutip oleh Sohari 

Sahrani dan Ruf’ah Abdullah dalam bukunya fikih muamalah, menyatakan 

bahwa ija>rah secara bahasa adalah bay’ul manfa’ah (menjual manfaat).
37

 

Menurut Muhammad shalih al munajjid dalam bukunya intisari Fikih 

Islam yang diterjemahkan oleh Nurul Muklisin menyatakan ija<rah adalah akad 

atas manfaat (jasa) yang dibenarkan dengan takaran yang diketahui dan dalam 

waktu yang telah ditentukan.
38

 

                                                 
36

 Idri, Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Persepktif Hadis Nabi  (Jakarta: Prenademedia Group, 2015), 

231. 
37

 Sayyid Sabiq ,Fikih Sunnah 13, Kamaluddin A (Bandung: PT Alma‟arif, 1987), 7. 
38

 Muhamad Shalih al- munajjid,Intisari Fiqih Islami , Nurul mukhlisin (Surabaya: Fitrah Mandiri 

Sejahtera, 2007), 159. 
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Menurut Taqi> al-Di>n al-Nabhani> menyebutkan ija<rah adalah 

kepemilikan jasa dari seorang a>jir atau orang yang dikontrak tenaganya oleh 

musta’jir atau orang yang mengontrak tenaga, serta pemilikan harta musta’jir 

oleh a>jir, yang dimana ija<rah adalah transaksi terhadap jasa tetapi dengan 

disertai kompensasi atau imbalan.
39

 

Sedangkan menurut Adiwarman A. Karim ija<rah diartikan sebagai hak 

memanfaatkan aset dengan membayar imbalan tertentu. Dengan demikian 

dapat dikatakan, jasa merupakan bagian dari ija<rah, dikarenakan ija<rah dapat 

dibagi menjadi dua jenis yaitu: (a) ija<rah yang bersifat manfaat misalkan 

sewa-menyewa rumah, tanah, dan (b) ija<rah yang bersifat jasa seperti jasa 

perhotelan, jasa biro hukum.40 

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, ija<rah adalah akad 

terhadap suatu manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan bayaran 

tertentu.
41

 

Dari bebrapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dikatakan ija<rah adalah akad atau transaksi sewa-menyewa atas suatu barang 

dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan 

pemindahan barang kepemilikan atas barang itu sendiri dan atau upah 

mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan jasa (upah). 

Secara terminologi perlu dikemukan pendapat para ulama’ yaitu 

sebagi berikut: 

                                                 
39

 Taqi> al-Di>n al-Nabhani, MembangunSistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam, terjemah Moh. 

Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 83. 
40

 Idri, Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Persepktif Hadis Nabi) (Jakarta: Prenademedia Group, 2015), 

231. 
41

 Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza‟iri, Minhajul muslim, Mustofa „Aini ( Jakarta:Darul Haq,  

2016), 678. 
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1. Menurut Ali al-Khafif, ijārah adalah transaksi terhadap sesuatu yang 

bermanfaat dengan imbalan. 

2. Menurut ulama’ syafi’iyah, ijārah adalah transaksi terhadap sesuatu 

manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh 

dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. 

3. Menurut ulama’ malikiyah dan hanabilah, ijārah adalah pemilikan 

suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertetentu dengan 

imbalan. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka ijārah tidak boleh 

dibatasi dengan syarat. Akad ijārah tidak boleh dipalingkan, kecuali ada 

unsur manfaat, dan akad ijārah tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk 

diambil buahnya.
42

 

Menurut pengertian syara’, al-ija>rah merupakan akad untuk 

mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dimana akad sewa telah 

berlangsung penyewa sudah berhak mengambil manfaat.
43

 Dan orang yang 

menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah 

mua’awadhad (penggantian).
44

 

Seorang yang megontrak tenaga disebut musta’jir, sedangkan yang 

memiliki harta disebut musta’jir, sesuatu yang diambil manfaat disebut 

ma’jur dan pendapatan yang diterima dari kegiatan atau transaksi ijara>h 

disebut ujrah atau upah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, upah 

merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau 

                                                 
42

 Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer ( Sidoarjo :CV cahaya intanXII. 2014) 72-73. 
43

 Sayyid sabiq, Fikih Sunnah 13, ...7. 
44

 Ibid, 8. 
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sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengeluarkan 

sesuatu gaji dan imbalan.
45

 

Menurut hukum Perdata (BW) pada Pasal 1548, mengatakan sewa-

menyewa merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya 

kenikmatan dari suatu barang, sealam dalam waktu tertentu dand engan 

pembayaran sesaui dengan harga yang oleh pihak tersebut belakang itu 

disanggupi pembayarannya.
46

 

Dara beberapa pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud 

dengan sewa-menyewa atau ija>rah ialah suatu perjanjian tentang pemakaian 

dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Jadi 

dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, 

dengan terjadinya akad sewa-menyewa tersebut yang berpindah adalah 

manfaat daribenda yang disewakan baik berupa manfaat barang, seperti 

kendaraan, rumah, tanah maupun manfaat tenaga serta pikiran orang dalam 

bentuk pekerjaan tertentu.
47

 

Karena yang diambil dari akad sewa-menyewa ini adalah manfaat 

dan bukan bendanya, maka akad sewa-menyewa atau ijārah, misalnya tidak 

berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karea  buah itu adalah 

materi (benda) sedangkan akad ijārah hanya orietansinya kepada manfaat 

saja, yang digunakan untuk kegiatan produktif saja seperti kegiatan di 

bidang pertanian. 

                                                 
45

 KBBI, Upah‟, dalam http://kbbi.web.id/upah .html, diakses pada 20 September 2018. 
46

 R. Subekti dan R. Tjiptrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Paramadya, 

2006 M.), 381. 
47

 Idri, Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Persepktif Hadis Nabi), ...233. 
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Kata ijārah dan jasa mempunyai titik singgung dalam konsep upah 

mengupah (ujrah) karena jasa atau pelayanan yang diberikan seseorang 

dimaksudkan untuk mendapatkan upah atau bayaran. Dengan kata lain upah 

(ujrah) merupakan bagian dari ijārah.  

 

2. Dasar Hukum ija>rah 

Para fuqaha> sepakat untuk menjelaskan bahwa ija>rah merupakan akad 

yang diperbolehkan oleh syara’ kecuali beberapa ulama, diantaranya adalah 

seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin ‘Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-

Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan ija>rah 

adalah jual beli manfaat, sedangkan pada saat dilakukannya akad, tidak bisa 

diserahterimakan. Setelah beberapa waktu berubalah manfaat itu dapat 

dinikmati sedikit demi sedikit.  

Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktunya akad tidak boleh 

diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyidia 

(manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta 

pertimbangan syara’.
48

 Ija>rah yang sah dan diperbolehkan dalam Alquran, 

sunnah, dan ijma’, adapun dalil-dalil yang memperbolehkan sebagai berkut: 

a. Dasar Hukum Alquran 

1) Al-Qas{as{ 26 

بََتِ ٱسۡتَ   ُِمَا يَأَٰ  قاَلَتۡ إِحۡدَى ٰ
ۡ
رَ مَنِ ٱسۡتَ     جِِررۡ ُۖۖ إِنَّ خَي ۡ

ۡ
  ٦٢جَِررۡتَ ٱلۡقَوِيو ٱأََۡمِ ُُ   

 
Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

                                                 
48

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah  (Jakarta: Amzah, 2013),  318. 
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bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" 

(Q.S. al-Qas{as{ : 26)49 
 

 

2) Al-Zukhruf ayat 32 

 

م   ٌُ
َ
م  فِِ  أ ٍُ عِيشَتَ م نَّ ٍُ يَا بيَ يَ َتَ رَبّكََِۚ نََ وُ قَسَه  سِهَُنَ رحَۡ  ةِ ٱيَق  َٰ يَ َ َۚ ٱ لۡ  يَا ن   لدُّ

اۗ  رِيّٗ ضٗا سُخ  م بَع  ٍُ ضُ َتَّخِذَ بَع  ضٖ دَرَجَتٰٖ لِّّ قَ بَع   َ م  فَ ٍُ ضَ يَا بَع  وَرَفَع 
َتُ رَبّكَِ  ا يََ هَعَُنَ  وَرحَۡ  ٞ مِّهَّ  ٣٢خَيۡ 

 
Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami 

telah Menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian 

mereka atas sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih 

baik dari apa yang mereka kumpulkan.(Q.S. al-Zukhruf :32) 50 
 

 

3) Al-Kahfi ayat 77 

 

يَةٍ  ىطَلقََاٱفَ   لَ قرَ   ٌ
َ
ٓ أ تَيَا

َ
ٓ أ ٰٓ إذَِا عَهَآ ٱحَتََّّ تَط  ن  س 

َ
ْ أ ا  َ بَ

َ
ا فَأ ٍَ لَ  ٌ

َ
هَا أ ٌُ يضَُيّفَُِ

 ًَ جَََدَا فيِ ًُ   فَ قَانَ
َ
ن ييَقَضَّ فأَ

َ
تَ عَلَي ًِ   ۥ جِدَارٗا يرُِيدُ أ َ  شِئ تَ لَََّخَذ  َ قاَلَ ل

رٗا  ج 
َ
  ٧٧أ

 
Artinya:  Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai  

kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada 

penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau 

menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam 

negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr 

menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, 

niscaya kamu mengambil upah untuk itu" (Q.S. al-Kahfi 
:77)

51
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 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan tafsirnya jilid  (Jakarta:widya cahaya,2011) , 280. 
50

 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan tafsirnya jilid 9 (Jakarta:widya cahaya,2011), 104. 
51

 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 5 (Jakarta:widya cahaya,2011),  642. 
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b. Dasar hukum Sunnah 

Ulama menyempurnakan dan memperbolehkan ijara>h dan 

sabda Rasulullah saw yang terdiri dari: 

  1). Hadits Bukhari 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأعَْطَى الَّذِي    مَا قاَلَ احْتَجَِرمَ النَّبِو صَلَّى اللََّّ ُِ ُ عَن ْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ َُّضِيَ اللََّّ
انَ حَراَمًا لََْ يُ عْطِهحَجَِرمَهُ وَلَوْ كَ   

 

Artinya: ‛Dari Ibn ‘Abba>s RA., katanya: Nabi Saw. Berbekam dan  

memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan 

seandainya mengetahui kemakruhannya, niscaya ia tidak 

akan memberi upah kepadanya‛ (H.R. al-Bukha>ri>).
52

 

 

2). Sunnah 

عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ قاَلَ قاَلَ َُّسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعَْطوُا اأََْجِيَر 
 أَجْر َُۖ قَ بْلَ أَنْ يََِفَّ عَرَقهُُ 

 

Artinya:  Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah 

SAW pernah bersabda, "Berilah upah kepada para pekerja 
sebelum keringatnya mengering." (H.R. Ibn Majah)

53
 

 

 

c. Dasar hukum dan landasan Ijma’ 

Mengenai disyari’atkan ija>rah, semua umat bersepakat tidak 

ada seorang pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun 

ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan 

tetapi hal itu tidak dianggap.
54

 

                                                 
52

 Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-a’qalani, Bulughul Maram, Hamim Thohari Ibnu M Dalimi (Jakarta, PT 

Gramedia, 2013), 240. 
53

 Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-a’qalani, Bulughul Maram, Hamim Thohari Ibnu M Dalimi (Jakarta, PT 

Gramedia, 2013),318. 
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 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, ...11. 
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3. Rukun dan syarat ija>rah 

Sebagai salah satu transaksi yang sah dan umum ija>rah harus 

memenuhi beberapa rukun dan syarat untuk memudahkan transaksi yang 

hendak dilakukan, adapun rukun dan syarat ija>rah sebagai berikut: 

a. Rukun al-ija>rah sebagai berikut: 

1). Pelaku akad, yaitu musta’jir atau penyewa adalah pihak yang  

menyewa aset; 

2). Mu’jir atau muajir yang berarti pemilik adalah pihak pemilik yang 

menyewakan aset;
55

 

3). Shigat ijab kabul adalah lafaz sewa atau kuli dan yang berhubungan 

dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan 

hal tersebut dan bisa dikatakan persetujuan sewa-menyewa, 

hendaknya kalimat yang dipakai adalah kalimat yang biasa dipakai; 

4). Ujrah (upah) adalah imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah di 

ambil manfaatnya. Pembayaran upah merupakan suatu kewajiban 

yang harus diutamakan oleh orang yang menyewa atau mengupah 

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan; 

5). Manfaat, adanya manfaat penyewaan (ma’qu>d ‘alayh). Ma’qu>d‘alayh 

adalah manfaat barang atau benda yang menjadi objek sewa. Syarat 

sahnya manfaat penyewaan adalah: (a) hendaklah manfaat itu bisa 

diperhitungkan atau dihargai; (b) hendaknya manfaat itu bisa 
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 Idri, Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Persepktif Hadis Nabi), ...235. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31 

 

 

 

dimanfaatkan oleh orang yang menyewa; (c) hendaknya manfaat itu 

menuntut keseriusan dan tidak main-main.
56

 

b. Syarat-syarat ija>rah 

Syarat ija>rah terdiri dari empat macam, yaitu syarat al-inqad 

(terjadinya akad), syarat ma’qu>d ‘alaih (barang sewaan), syarat sighat 

(ijab kabul), dan syarat an-nafadz (syarat pelaksanaan akad). 

1) Syarat al-inqad terjadinya akad 

Syarat al-inqad (terjadinya akad, berkaitan dengan aqid, zat 

akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, 

menurut ulama Hanafiyah, ‘aqid (orang yang melakukan akad) 

disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta 

tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan marang 

miliknya sendiri, akad ija>rah  anak mumayyiz, dipandang sah bila 

telah diizinkan walinya. 

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyi>z adalah syarat 

ija>rah dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. 

Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi tergantung 

atas keridaan walinya. 

 Ulama Hanabilah dan Syafi’iyah mensyaratkan orang yang 

akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak 

mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.
57
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 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13,...,11. 
57

  Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah  (Bandung:CV Pustaka Setia,2004), 125. 
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2) Syarat ma’qu>d ‘alaih (barang sewaan) 

Ma’qu>d ‘alaih dalam objek transaksi adalah sesuatu dimana 

transaksi dilakukan diatasnya, sehingga terjadi implikasi hukum 

tertentu, atau sesuatu yang dijadikan perjanjian dalam ija>rah ini 

meliputi upah dan manfaat.  

Menurut ulama Hanafiyah bahwa upah terdiri dari tiga 

macam yaitu mata uang yang berupa barang-barang yang ditukar, 

ditimbang dan dihitung, dan berupa barang dagangan. Sedangkan  

manfaat yang dijelaskan masanya, menjelaskan pekerjaan, dan 

menunjukan pada hal-hal tertentu. 

Menurut ulama Malikiyah tentang upah hendaknya 

disyaratkan berupa barang yang suci dan bisa diambil manfaatnya, 

dapat diserahkan dan dapat diketahui. Sedangkan untuk manfaat 

disyaratkan beberapa macam syarat yaitu manfaat itu berharga, 

manfaat itu dapat diserahkan, dan manfaat itu bisa dipenuhi tanpa 

menghabiskan barang yang disewakan. 

Menurut ulama Shafi’iyah tentang upah yang tidak tentu 

harus memenuhi kadaranya, jenisnya, macamnya, dan sifatnya. Jika 

upah ditentukan maka disyaratnya bisa dilihat, sedangkan manfaat 

itu harus disyaratkan: manfaat itu harus mempunyai harga, manfaat 

itu bukan benda yang menjadi tujuan dari perjanjian sewa dan 

pekerjaan, serta manfaat harus sama-sama diketahui. 

Menurut ulama Hanabila mengenai upah harus jelas, jadi 

tidak sah persewaan atau peburuhan tidak dijelaskan upahnya. 
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Sedangkan manfaat harus diketahui sama sepertinya halnya jual beli, 

manfaat tersebut dapat diketahui dengan dua hal yaitu menurut adat 

kebiasaan dan mensifati manfaat.
58

 

 

3) Syarat sighat (ijab kabul) 

Mengenai syarat sighat atau ijab kabul maka sah dengan lafal 

apapun atau dengan ucapan apapun itu mempunyai tujuan agar 

orang yang melakukan perjanjian dapat dimengerti dan dapat 

mudah dipahami. Yang demikian itu umum dalam berakad atau 

dalam perjanjian, karena yang dijadikan dalam ijab kabul adalah 

dapat dipahami oleh dau orang berakad atau yang berjanji 

sehingga tidak menimbulkan keraguan atau pertentangan.
59

 

Sementara itu syarat sah ija>rah menurut Sayid Sabiq adalah 

sebagai berikut: (a) kerelaan kedua belah pihak yang berakad 

apabila salah seorang dipaksa melakukan ija>rah maka tidak sah, 

dalil surah al-Nisa>: 29; (b) mengetahui manfaat dengan sempurna 

barang yang diperjanjian sehingga tidak ada keraguan; (c) 

hendaknya barang yang menjadi objek transaksi dapat 

dimanfaatkan kegunaannya menurut shara’; (d) dapat diserahkan 

sesuai dengan manfaat; (e) bahwa manfaat adalah barang mubah, 

bukan untuk dilarang.
60

 

 

                                                 
58

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, 175-198. 
59

 Asy-Syaikh Ali, Syaikh Shalih bin Abdul Aziz. Terjemahan. Fikih Muyassar, Panduan Praktis 

Fikih dan Hukum Islam  (Jakarta: Darul Haq, 2015), 388. 
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 Ibid, 19-20. 
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4) Syarat pelaksanaan (an-nafadz) 

Agar ija>rah terlaksana, barang harus dimiliki oleh ‘aqid atau 

ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan 

demikian ija>rah al-fudhul (ija>rah yang dilakukan oleh orang yang 

tidak memiliki kekuasaan tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak 

dapat menjadikan adanya ija>rah.
61

 

 

5). Syarat kelaziman,  

Syarat kelaziman ija>rah terdiri atas dua hal berikut: (a) 

ma’qud ‘alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat, jika terdapat 

cacat pada ma’qudalaih (barang sewaan), penyewa boleh memilih 

antara meneruskan dengan membayar penuh atau 

membatalkannya; (b) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan 

akad, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ija>rah batal karena 

adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila 

ada uzur.
62

 

 

4. Hal-hal yang wajib diilakukan oleh Mu’jir (orang yng menyewakan) dan 

Musta’jir (penyewa) sebagai berikut: 

 

a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin 

agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan. 

Misalnya, memperbaiki mobil yang ia sewakan, mempersiapkannya untuk 

mengangkut dan untuk melakukan perjalanan. 

                                                 
61

  Ibid,126. 
62

Ibid,  Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah,....,129. 
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b. Penyewa, ketika menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi 

karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa 

sebagaimana ketika menyewanya.  

c. Ija>rah adalah akad yang wajib dipatuhi atas dua pihak,mu’jir dan 

musta’jir. Karena ija>rah merupakan salah satu bentuk dari jual beli, maka 

hukumnya serupa dengan hukum jual beli. Dan, masing-masing pihak 

tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain, 

kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak 

mengetahuinya. Maka hal ini boleh membatalkannya. 

d. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan 

kepada penyewa dan memberinya keleluasaan untuk menfaatkannya. 

Apabila ia menghubungi penyewa untuk memanfaatkan benda yang 

disewakan selama masa sewa atau dalam sebagaian masa sewa, maka 

penyewa tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh.
63

  

e. Jika seorang yang disewa (diupah) jatuh sakit, maka digantikan orang 

lain, sedangkan bayarannya adalah dari orang yang jatuh sakit tersebut. 

Kecuali jika telah disepakati bahwa ia harus melakukan sendiri pekerjaan 

tersebut, maka tidak bisa digantikan. Karena terkadang tujuan dari akad 

ija>rah tersebut tidak bisa terwujud jika dilakukan oleh orang lain. 

f. Upah wajib diberikan penyewa berdasarkan akad, orang yang disewa 

tidak berhak untuk meminta upah kecuali setelah menyelesaikan 

pekerjaannya, karena orang yang diupah (disewa) dipenuhi bayarannya 

setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jika yang disewa adalah benda, 

                                                 
63

  Shaleh al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari, ter Abdul hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 

2005), 485. 
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maka pemiliknya boleh meminta bayaran setelah penyewa mengambil 

manfaat yang dibutuhkan atau setelah menyerahkan benda yang 

disewakan kepada penyewa dan selesai masa sewa dengan tanpa adanya 

penghalang. 

g. Orang yang disewa wajib bekerja bersungguh-sungguh dan menyelesaikan 

pekerjaannya dengan baik. Haram baginya menipu dan berkhianat dalam 

melakukan pekerjaannya. Selama disewa, ia wajib terus bekerja dan tidak 

melewatkan sedikitpun waktu dari masa penyewaan tersebut tanpa 

bekerja. Dan, hendaknya ia bertaqwa kepada Allah dalam melaksanakan 

kewajibannya tersebut.
64

 

 

5. Sifat akad Ija>rah 

Ulama fikih berbeda pendapat tentang sifat perjanjian ija>rah atau 

sewa-menyewa, apakah perjanjian tersebut bersifat mengikat kedua belah 

pihak atau bahkan tidak. Menurut ulama mazhab Hanafi, perjanjian sewa-

menyewa itu bersifat mengikat kedau belah pihak, tetapi boleh dibatalkan 

secara sepihak apabila terjadi ‘udzu>r dari salah satu pihak yang melakukan 

perjanjian, seperti dikarenakan meninggal dunia atau tidak dapat bertindak 

secara hukum. Jumhur ulama berpendapat bahwa perjanjian sewa-menyewa 

tersebut bersifat mengikat, kecuali ada yang cacat atau barang yang menjadi 

objek sewa-menyewa tersebut tidak dapat dimanfaatkan atau dipergunakan. 

Akibat yang timbul dari perbedaan pendapat di atas terlihat dalam 

kasus apabila salah seorang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa 

                                                 
64

   Ibid, 483. 
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meninggal dunia. Menurut mazhab Hanafi, apabila salah seorang meninggal 

dunia, maka perjanjian sewa-menyewa menjadi batal, karena manfaat tidak 

dapat diwariskan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, manfaat 

boleh diwariskan karena termasuk harta (al-ma>l). Oleh sebab itu, 

meninggalnya salah satu pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa 

tidak membatalkan perjanjian sewa-menyewa tersebut.
65

 

6. Mempercepat dan menangguhkan upah 

Jika ija>rah itu suatu pekerjaan. Maka kewajiban pembayaran upahnya 

pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad 

sudah berlangsung dan tidak disyaratkan, mengenai pembayaran dan tidak ada 

ketentuan penangguhnya. Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya 

secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam 

Syaifi’I dan Ahmad, ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu’jir 

menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta’jir. Ia berhak menerima 

bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaannya.
66

 Hak menerima 

upah bagi musta’jir adalah sebagai berikut: 

1) Selesai bekerja 

Berdalilkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah bahwa Nabi 

Saw bersabda: 

اأََْجِيرأََجْر َُۖ قَ بْلَ  هِ وَسَلَّمَ أَعْطوُاعَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ قاَلَ قاَلَ َُّسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 
 أَنْ يََِفَّ عَرَقهُُ 

                                                 
65

 Idri, Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Persepktif Hadis Nabi), ...241. 
66

   Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah  (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2014), 121. 
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Artinya:  Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW 

pernah bersabda, "Berilah upah kepada para pekerja sebelum 

keringatnya mengering." (HR. Ibn Majah)
67

 

 

 

2) Mengalirnya manfaat, jika ija>rah untuk barang 

  Apabila ada kerusakan pada ‘ain (barang) sebelum dimanfaatkan dan 

sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, ija>rah batal. 

3) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia 

mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi 

seluruhnya. 

4) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah 

pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.
68

 

 

7. Pembatalan dan berakhirnya sewa-menyewa atau Ija>rah 

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa atau ija>rah merupakan 

perjanjian yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terkait dalam 

perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, karena 

sewa-menyewa termasuk perjanjian timbal balik atau pertukaran. Bahkan, jika 

salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak 

akan menjadi batal asalkan barang yang menjadi objek sewa-menyewa 

tersebutmasih ada.
69

 

Mengenai masalah ini ulama fikih berbeda pendapat. Menurut mazhab 

Hanafi, perjanjian sewa-menyewa tersebut batal dengan meninggal dunianya 

salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Adapun menurut jumhur ulama, 

                                                 
67

   Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-a’qalani, Bulughul Maram, Hamim Thohari Ibnu M Dalimi (Jakarta, PT 

Gramedia, 2013),318. 
68

   Ibid, 121. 
69

 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000 M), 144. 
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perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak batal dengan meninggalnya salah 

satu pihak yang melakukan perjanjian. Selain beberapa hal di atas ada pula 

yang membatalkan dan berakhirnya akad ija>rah diantaranya meliputi: 

a. Rusaknya benda yang disewakan. Seperti menyewakan binatang 

tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah 

tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya 

berhenti. 

b. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari ija>rah tersebut. Misalnya 

seseorang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh 

sebelum dokter memulai tugasnya. Dengan demikian penyewa tidak 

dapat mengambil apa yang di inginkan dari akad ija>rah.70
 

c. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiaannya ditangan penyewa 

atau terlihat aib lama padanya. 

d. Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur’alaih), seperti baju yang 

diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi 

sesudah rusaknya (barang). 

e. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau 

berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur mencegah fasakh. Seperti 

jika masa ija>rah tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, 

maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, 

sekalipun terjadi pemaksaaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah 

terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa: yaitu dengan mencabut 

tanaman sebelum waktunya. 

                                                 
70

  Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah  (Jakarta: Amzah, 2013), 482. 
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f. Penganut-penganut madzhab berkata: boleh memfasakh ija>rah, karena 

adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang 

menyewa took untuk berdagang, kemudia hartanya terbakar, atau dicuri, 

atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh ijarah.
71

 

 

8. Macam-macam  ija>rah atau sewa-menyewa 

Ulama Syafi’iyah membagi akad ija>rah menjadi dua macam, yaitu 

ija>rah ‘ain (penyewa barang) dan ija>rah dhimmah (penyewa tanggung jawab). 

Ija>rah ‘ain (penyewa barang) adalah ija>rah atas manfaat barang tertentu, 

seperti rumah dan mobil. Ija>rah ini mempunyai tiga syarat, yaitu : 

1. Upah harus sudah spesifikasi atau sudah diketahui sehingga tidak sah 

ija>rah salah satu dari rumah ini (tanpa menentukan mana diantara 

keduanya yang disewakan.
72

 Dalam hal ini upah-mengupah atau ija>rah 

‘ala al-a‘mal, yakni jual-beli jasa biasanya berlaku dalam beberapa hal 

seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. ija>rah ‘ala al- 

a‘mal terbagi dua yaitu :  

a) Ija>rah Khusus  

Yaitu ija>rah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang 

yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang 

memberinya upah. 

 

 

 

                                                 
71

   Ibid,483. 
72

 Sohari sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikih Muamalah  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 165. 
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b) Ija>rah Mushtarik 

Yaitu ija>rah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. 

Hukumnya dibolehkan kerja sama dnegan orang lain.
73 

2. Barang yang disewakan terlihat oleh kedua pelaku akad sehingga tidak 

sah ija>rah rumah atau mobil yang belum dilihat oleh kedua pelaku akad, 

kecuali jika keduanya telah melihatnya sebelum akad dalam waktu yang 

biasanya barang tersebut tidak berubah.  

3. Ija>rah tidak boleh disandarkan pada masa mendatang, seperti ija>rah 

rumah pada bulan atau tahun depan.  

Sedangkan ija>rah dhimmah (penyewa tanggung jawab) adalah ija>rah 

untuk manfat yang berkaitan dengan dhimmah (tanggung jawab) orang yang 

menyewakan, dalam ija>rah dhimmah disyaratkan dua syarat, yaitu :  

a) Upah harus diberikan dengan kontan di majelis akad karena ija>rah 

ini adalah akad salam dalam manfaat maka disyariatkan 

menyerahkan modal salam.  

b) Barang yang sudah disewakan sudah ditentukan jenis, tipe dan 

sifatnya seperti mobil atau kapal laut laut yang besar atau yang 

kecil.
74

 

 

                                                 
73

  Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah  (Bnadung: CV Pustaka setia, 2004), 133.  
74

 Sohari sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikih Muamalah, ...167. 
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B. Mas{lah{ah Mursalah 

1. Macam-Macam Munasib 

Ada baiknya sebelum membahas secara komprehensif mengenai 

mas{lah{ah mursalah terlebih dahulu penulis paparkan tentang bab munasib 

yang mempunyai kaitan erat dengan bab mas{lah{ah mursalah. 

Pembahasan masalik al illat pada bab qiyas, terdapat pembahasan 

berupa al munasabah dimana al munasabah itu sendiri berarti pemaparan 

sifat yang secara rasio sesuai dengan penerapan hukum dan merupakan 

satu diantara metode penerapan illat yang berarti bahwa sifat itu patut 

dijadikan landasan penetapan hukum dengan menggunakan metode qiyas.
75

 

Dilihat dari segi kelayakannya, Wahbah Zuhailiy membagi munasib dalam 

tiga klasifikasi yakni al munasib al mu’tabar, al munasib al mulgha, dan al 

munasib al mursal. 

 

2. Pengertian Masl{ah{ah Mursalah 

Kata mas{lah{ah yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan 

maslahat, berasal dari Bahasa Arab yaitu mas{lah{ah. Mas{lah{ah ini secara 

bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, 

kebaikan, guna atau kegunaan.
76

 Mas{lah{ah merupakan bentuk masdar 

(adverd) dari fi’il (verb) shalaha. Dengan demikian terlihat bahwa, kata 

Mas{lah{ah dan kata manfaat yang juga berasal dari bahasa arab mempunyai 

makna atau arti yang sama. 

                                                 
75

 Wahbah Zuhaili, Ushul Fiqh Islamiy Juz 2 (Lebanon: Dar Fikr, 2008), 33. 
76

 Ibid, juz II, 35-36 
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Mas{lah{ah sama halnya dengan manfaat yang berarti masdar 

bermakna shalah (damai, baik, dan lainnya), pengarang kitab Lisan al Arab 

sebagaimana dikutip oleh Dr. Muhammad Sa‟id Ramadhan al Buthi 

mengatakan bahwa mas{lah{ah bermakna dua wajah, yakni mas{lah{ah 

bermakna shalah dan mas{lah{ah yang berarti salah satu dari mashalih.
77

 

Secara etimologis, kata mas{lah{ah berarti sesuatu yang baik, al- 

Mas{lah{ah kadang-kadang disebut pula dengan istishlah yang berarti 

mencari yang baik. Sedangkan al Mas{lah{ah secara literal adalah yang lepas. 

Menurut Khalid Ramadhan Hasan, al Mas{lah{ah berarti suatu kemaslahatan 

yang terlepas dari pengukuhan atau penolakan syara‟.
78

 

Mengutip pendapat Ghazali, Wahbah mengatakan bahwa mas{lah{ah 

adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan madharat. Adapun dalam 

pembahasan ini maksud daripada mas{lah{ah itu sendiri ialah melestarikan 

tujuan-tujuan syariat (al muhafadzah „ala maqshud al syar‟i) yang 

mencakup lima hal pokok berupa hifzd al din, hifd al nafs, hifzd al ‟aql, 

hifzd al nasl, dan hifzd al mal. Jadi setiap hal yang didalamnya terkandung 

pemeliharaan terhadap lima prinsip tersebut maka disebut dengan 

maslahah. Setiap sesuatu yang bisa meniadakan lima prinsip dasar tersebut 

maka itu sebuah mafsadah, sedangkan menghilangkan mafsadah 

merupakan sebuah maslahah.
79

 

                                                 
77

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, cet 

ke 2, 1996), 634. 
78

 Khalid Ramadhan Hasan, Mu‟jam Ushul al fiqh, (Mesir: al-Raudhoh, 1998), 270. 
79

 Ibid, Wahbah al-Zuhailiy, Juz, 37. 
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Al Ghazali merumuskan mas{lah{ah sebagai suatu tindakan 

memlihara tujuan syara’ atau tujuan hukum Islam, sedangkan tujuan 

hukum Islam menurut Ghazali adalah memelihara lima hal di atas. Setiap 

hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal di 

atas disebut mas{lah{ah, dan setiap hal yang meniadakannya disebut 

mafsadah, dan menolak mafsadah disebut mas{lah{ah.80 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

mas{lah{ah mursalah merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka 

menggali hukum (istinbath)  Islam, namum tidak berdasarkan kepada nash 

tertentu, teapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya 

hukum syara’ (maqosid syari’ah). Secara terminologis, definisi mas{lah{ah 

mursalah terdapat berbagi banyak ragam, akan tetapi definisi-definisi yang 

disajikan para pakar ushul fiqh kesemuanya mmepunyai kedekatan makna. 

 

3. Objek  Mas{lah{ah Mursalah 

Dengan memperhatikan beberapa penjelasan diatas dapat diketahui 

bahwa lapangan al-mas{lah{ah al-mas{lah{ah selain yang berlandaskan pada 

hukum syara‟ secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara 

satu manusia dengan yang lain. Dengan memperhatikan beberapa penjelasan 

diatas dapat diketahui bahwa lapangan al-mas{lah{ah al-Mursalah selain yang 

berlandaskan pada hukum syara‟ secara umum, juga harus diperhatikan adat 

dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. 

                                                 
80

 Malcom H. Keer, Moral and Legal Judgment Indevendent of Relevation, (East and West: 

Philosophy 18), 279. 
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Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa mas{lah{ah mursalah difokuskan 

terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash baik dalam Alquran 

Dengan memperhatikan beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa 

lapangan al-mas{lah{ah al-Mursalah selain yang berlandaskan pada hukum 

syara’ secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu 

manusia dengan yang lain.
81

 

 

4. Syarat Mas{lah{ah Mursalah 

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam 

memfungsikan al-mas{lah{ah al-mursalah, yaitu: 

a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang 

hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau 

menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya 

mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat 

negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini 

adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di 

tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah maslahat palsu, karena 

bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak 

untuk menjatuhkan talak berada ditangan suami. 

b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa 

kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi artinya berupa 

kepentingan bersama dan tidak individu. 

                                                 
81

 Khallaf Abdul Wahab. Ilmu Ushul Fiqh. (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 122. 
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c. Sesuatu maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang 

ada ketegasan dalam Alquran dan sunnah.
82

 

 

 

 

                                                 
82

 Effendi Satria, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 152. 
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BAB III 

 

JASA PENGAIRAN SAWAH DENGAN SISTEM SIBEL DI DESA BIBRIK 

KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN 

 

A. Gambaran umum kondisi Desa 

Berdasarkan cerita yang diperoleh masyarakat, awal terciptanya desa 

Bibrik yaitu diperkirakan sebelum abad ke 17. Desa Bibrik masih berupa 

hutan belantara dan belum ada penduduknya. Hingga pada sekitar tahun 

1750 datanglah seorang pengembara dari Mataram, putra seorang senopati 

Mataram yang bernama Mbah Kiso, beliau adalah yang dipercayai telah 

melakukan ‚babad‛ desa Bibrik. 

Mbah Kiso dikisahkan melakukan ‚babad alas‛ atau membabat hutan 

dengan cara membaar hutan rimba, konon pada saat itu selama beberapa 

waktu tidak turun hujan sama sekali dikarenakan sedang musim kemarau, 

sehingga api membesar, meluas dan merember ke mana-mana. Setelah itu 

Mbah Kiso kembali ke Mataram dan kemudian kembali lagi ke desa Bibrik 

dengan mengajak beberapa orang rekan, membangun keluarga dan kemudian 

menetap di desa Bibrik ini. 
83

 

Nama desa Bibrik ini sendiri diyakini diambil dari istilah jawa yaitu 

Mbebrek, menggambarkan kondisi api pada saat membabat hutan waktu itu, 

yang berarti merembet, meluas, atau menyebar kemudian dari logat jawa 

Mbebrek menjadi Mbibrik, dan akhirnya dalam ejaan penulisan menjadi 

Bibrik. Kisah ini dipercayai oleh para leluhur dan diceritakan secara turun 

menurun. 

                                                 
83

 Inisiatun, guru bahasa jawa SDN Bibrik, hasil wawancara pribadi, tgl 10 oktober 2018. 
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Masa kolonialisme, secara administratif menjadi desa Bibrik. Desa 

Bibrik terletak di wilayah kecamatan Jiwan kabupaten Madiun dengan 

posisi geografis dibatasi oleh wilayah desa-desa, wilayah kecamatan dan 

wilayah kabupaten tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan wilayah 

kabupaten Magetan, tepatnya desa Klagen Kkecamatan Barat, sedang di sisi 

barat berbatasan dengan desa Panggung. Di sisi timur berbatasan dengan 

wilayah kecamatan Sawahan tepatnya desa Bakur, dan di sisi Selatan 

berbatasan dengan desa Bedoho kecamatan Jiwan. 

Jarak tempuh desa Bibrik ke kantor kecamatan Jiwan adalah 6 kilo 

meter, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit dengan 

menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke pusat kota 

atau kabupaten Madiun adalah 10 kilo meter, yang dapat ditempuh dengan 

waktu sekitar 30 menit.
84

 

Berikut adalah nama-nama orang yang memerintah atau menjabat 

sebagai Kepala pemerintahaan di desa Bibrik: 

1. Iro Diwiryo    (Tahun 1972 s.d 1959) 

2. Samadikun    (Tahun 1959 s.d 1961) 

3. H. Kusni (PJ)   (Tahun 1961 s.d 1962) 

4. Suyono Broto Suwiryo  (Tahun 1962 s.d 1979) 

5. Baris (PJ)    (Tahun 1979 s.d 1980) 

6. Kasnan (PJ)    (Tahun 1981 s.d 1983) 

7. Suwito    (Tahun 1983 s.d 1993) 

8. Purwadi    (Tahun 1993 s.d 2001) 

                                                 
84

 Anas Efendi, kepala desa, hasil wawancara pribadi, tgl 10 oktober 2018. 
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9. Mahbub Zunaidi (PJ)  (Tahun 2001 s.d 2002) 

10. Kusnaini (PJ)    (Tahun 2002 s.d 2003) 

11. Totok Pudjianto   (Tahun 2013 s.d 2014) 

12. Mahbub Zunaidi (PJ)  (Tahun 2013 s.d 2014) 

13. Anas Efendi, SE   (Tahun 2014 s.d sekarang)
85

 

 

B. Gambaran Geografis 

Desa Bibrik adalah salah satu desa di kecamatan Jiwan kabupaten 

Madiun. Luas wilayah di desa Bibrik ini adalah sekitar 450,300 Ha, untuk 

lebih jelasnya akan diuraikan di tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1  

Keadaan Geografis  

No Keterangan Wilayah Luas (Ha) 

1. Pemukiman 60 (Ha) 

2. Sawah 185,300 (Ha) 

3. Ladang 85 (Ha) 

4. Hutan - 

5. Perikanan atau Kolam - 

 Total 330,300 (Ha) 

Sumber: Data statistik desa Bibrik tahun 2017. 

 

C. Gambaran Kependudukan 

Data administrasi Pemerintahan Desa tahun 2015 menyatakan 

jumlah penduduk desa Bibrik terdiri dari 1.381 KK, dengan jumlah total 

penduduk 3.921 jiwa, dengan rincian 1.943 laki-laki dan 1.987 perempuan. 

 

 

                                                 
85

 Mahbub Junaidi, Sekretaris Desa, hasil  wawancara pribadi, tgl 10 oktober 2018, 
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Tabel 3. 2  
Jumlah penduduk berdasarkan usia 

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah Prosentase 

1. 0-4 237 246 248 12% 

2. 5-9 122 133 255 7% 

3. 10-14 129 139 268 7% 

4. 15-19 116 130 246 6% 

5. 20-24 161 138 299 8% 

6. 25-29 147 130 277 7% 

7. 30-34 166 159 325 8% 

8. 35-39 154 142 296 8% 

9. 40-44 158 164 322 8% 

10. 45-49 120 131 251 6% 

11. 50-54 157 177 334 9% 

12. 55-59 98 106 204 5% 

13. >60 170 191 157 9% 

Jumlah Total 1934 1987 3.921 100% 

 Sumber: Data stastitik desa Bibrik tahun 2017. 

Penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun di desa Bibrik sekitar 

1.770 atau sekitar 45 persen. Hal ini  modal berharga bagi pengadaan naga 

produktif dan SDM.
86

 

Tingkat kemiskinan di desa Bibrik termasuk cukup tinggi. Dari 

jumlah 1.381 KK sejumlah 279 KK tercatat sebagai para sejahtera; 309 KK 

tercatat keluarga sejahtera I; 664 KK tercatat keluarga sejahtera II; 113 KK 

tercatat keluarga sejahtera III; 16 KK sebagia keluarga sejahtera III plus. 

Jika KK golongan para-sejahtera dan KK golongan I digolongkan senagai 

                                                 
86

Mahbub Junaidi, Sekretaris Desa, hasil  wawancara pribadi, tgl 10 oktober 2018, 
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KK golongan miskin, maka kurang lebihr 43 persen KK di desa Bibrik 

adalah keluarga miskin.
87

 

 

D. Gambaran Kelembagaan 

Struktur pemerintahan desa Bibrik dalam penyusunan organisasi dan 

tata kerja pemerintahan desa, berpendoman pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Madiun Nomor 06 tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Pemerintahaan Desa. Sedangkan dalam penataan lemabag 

kemasyarakatan bependoman pada Peratutan Daerah Kabupaten Madiun 

Nomor 11 tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa atau 

Kelurahan.
88

 

Tabel 3. 3 
Struktur Organisasi Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahaan Desa dan SK Kepala  

Desa Nomor 04 tahun 2009. 
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 Mahbub Junaidi, Sekretaris Desa, hasil  wawancara pribadi, tgl 10 oktober 2018, 
88

 Mahbub Junaidi, Sekretaris Desa, hasil  wawancara pribadi, tgl 10 oktober 2018, 
Sekretaris 

Desa 

Drs. Manbub 

Junaidi 

Sekretaris 

Desa 

Drs. Manbub 

Junaidi 

PJ Kasun 

Gatot 

Supriono 

Kasiman 

Bayan 

Modin 

Choirul W 

Bendahara 

Desa 

Arif Priyo  

Kepala Desa 

Anas Efendi, SE 
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E. Praktik pembayaran Jasa Pengairan Sawah dengan Sistem Sibel 

1. Pengertian jasa pengairan sawah 

Ilmu ekonomi konvensional, jasa sering disebut juga dengan layanan, 

ialah kegiatan ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan 

konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilakn 

kepemilikan. Dari sudut pandang istilah, Philip Kotler mendefinisikan 

jasa dengan setiap tindakan atau unjuk kerja ditawarkan oleh salah salah 

satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangible dan tidak 

menyebabkan perpindahan kepemilikan apa pun. 
89

 

Adrian Payne mengatakan, jasa merupakan aktivitas ekonomi yang 

mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) intangible yang 

berkaitkan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan 

konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan 

tranfer kepemilikan. 

Berdasarkan beberpa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan jasa merupakan suatu tindakan seseorang terhadap orang lain 

melalui penyajian produk sesuai dengan ukuran berlaku pada produk 

untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan orang yang 

dilayani. Pada dasarnya, jasa tidak terwujud, tidak menghasilkan 

kepemilikan, dapat memebrikan kepuasan serta untuk menghasilkan 

tersebut mungkin perlu arau tidak juga memerlukan pengguanaan benda 

nyata. 
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 Ibid, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam..., 134. 
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Pengairan sawah istilah lainnya adalah irigasi sawah. Irigasi itu 

sendiri merupakan segala sesuatu atau kegiatan yang mempunyai 

hubungan dengan usaha untuk memperoleh air yang dapat diguankan 

untuk keperluan pertanian.  Usaha yang dimaksudkan di atas meliputi 

usaha perencanaan, pembuatan, pengeloloan, serta pemeliharaan saran 

untuk mengambil air dari sumber air dan membagi secara teratur kepada 

pertanian-pertanian yang memerlukan.
90

 

Air merupakan sumber daya agraria yang seyogyanya mendapat 

perhatian lebih dari sekedar perhatian yang diberikan oleh berbagai 

pihak selama ini. Sebagi produk alam, sumber air tidak dapat 

dipertahankan dengan tingkat kerusakan hutan dan gunung yang parah. 

Pementaan dan pembagian air bukan saja penting bagi kehidupan 

manusia, namun juga untuk kelestarian alam hayati lainnya.  

Sebagai negara agraris, Indonesia tentu sangat berkepentingan untuk 

mengatur tata guna air dan tidak sedikit pun berharap masuk dalam 

jebakan pengelolaan yang tidak sesuai. Indonesia bukan lagi negara 

dengan‛tongkat, kayu, dan abtu‛ jadi tanaman. Hampir setiap tahun, 

ribuan petani mengalami kerugian akibat kekeringan, meskipun setiap 

tahun negera ini juga menuai banjir di mana-mana (desa hingga kota). 

Pengelolaan air yang adil bukan hanya akan memberi manfaat pada 

banyak pihak, tapi juga akan melahirkan ‚simpati‛ alam.
91

 

                                                 
90

 Erman Mawardi, Prof. R. Drs, Dipl. AIT, Desain Hidraulik Bangunan Irigasi (Bandung:  Alfabeta, 

2007), 10. 
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 Acmadi, M, Irigasi di Indonesi (Yogyakarta: Media press, 2014), 15. 
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Inpres No. 3/1999 berusaha untuk menggantikan semangat 

pengelolaan irigasi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 

1974 tentang pengairan. Untuk mendukung perubahaan kebijakan 

irigasi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 

2001 tentang irigasi. Hanya saja, baik Inpres baik peraturan pemerintah 

yang dikeluarkan untuk mendukung kebijakan pengelolaan irigasi secara 

partisipatf terpaksa tinggal kenangan ketika Rancangan Undang-

undangan (RUU) tentang Sumber Daya Air (RUU SDA)  mulai menjadi 

perdebatan di parlemen. Lebih-lebih setelah RUU SDA disahkan 

menjadi Undang-undang N0. 7 tentang Sumber Daya Air. 
92

 

2. Tujuan Irigasi 

Dilihat secara garus besar tujuan irigasi ini meliputi dua hal, yang 

pertama tujuan langsung yaitu, untuk membasahi tanah berkaitan 

dengan kapasitas kandungan air dan udara dalam tanah sehingga 

tercapainya suatu kondisi yang sesuai dengan kebutuhan untuk 

pertumbuhan tanaman yang ada di tanah tersebut. Tujuan tidak 

langsung, irigasi mempunyai tujuan tidak langsung untuk mengatur 

suhu tanah, mencuci tanah mengandung racun, mengangkut bahan 

pupuk dengan menggunakan aliran air yang ada. Adapun manfaat dari 

sistem irigasi ini meliputi: 

a. Untuk membasahi tanah, yaitu pembahasan tanah pada daerah curah 

hujan yang tidak mementu; 

                                                 
92

 Makinuddin,Tri Hadiyanti Sasongko, Analisis Sosial: Bersaksi dalam Advokasi irigasi (Bandung: 

Yayasan  AKATIGA, 2006), 119-120. 
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b. Untuk mengatur pembahasan tanah, agar tanah daerah pertanian 

dapat diairi sepanjang masa pada waktu yang dibutuhkan, baik masa 

pada musim kemarau atau musim penghujan; 

c. Untuk menyuburkan tanah, dengan mengalirkan air yang 

mengandung lumpur dan zat-zat hara penyubur tanah, sehingga 

daerah pertanian menjadi subur untuk dilakukan tanaman. 

 

2. Jenis-jenis irigasi 

Adapun jenis-jenis irigasi sebgai berikut: 

a. Irigasi permukaan adalah mengambila air dari sumber-sumber yang 

ada, kemudian membuat bangunan penangkapnya, setelah itu 

mengalirkan ke sawah-sawah melalui saluran primer dan saluran 

skunder; 

b. Irigasi tambak adalah mengatur tata air dari sumber irigasi yang suda 

ada melalui sistem drainase atau menahan dan mengairi padi; 

c. Irigasi tanah adalah mengambil air tanah kemudian mendistribusikan 

ke petak-petak sawah; 

d. Irigasi pompa adalah irigasi yang diutamakan untuk area persawahan 

daratan tinggi.
93

 

 

3. Sistem Sibel 

Pompa submersibel ini biasanya digunakan dalam produksi minyak 

untuk memberikan bentuk yang relatif efisien. Alat ini mampu 

beroperasi di berbagai laju aliran dan kedalaman. Dengan mengurangi 
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 Erman Mawardi, Prof. R. Drs, Dipl. AIT, Desain Hidraulik Bangunan Irigasi, ..., 7. 
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tekanan di bagian bawah dengan baik atau dengan menurunkan tekanan 

dasar sumur mengalir, atau meningkatkan penarikan. 

Diamter dari pompa submersibel ini adalah 90mm atau 3,5 inci 

samapi dengan 254mm dan variasi antara 1 sampai 8,7 meter atau 29 

kaki ke dalam tanah. Pompa ini memiliki semburan yang sangat kuat, 

selain pada itu pompa air ini bisa digynakan selama 24 jam non stop dan 

sudah bertahan kurang lebih dua tahum. Karena pompa air ini berada di 

dalam air yang otomatis akan mendinginkan suhu pompa air sehingga 

suhu pompa stabil. 

Kelebihan lain dari pompa ini adalah tidak memerlukan pipa hisap, 

tinggal celupkan maka air akan disemburkan kemudian tidak perlu 

memikirakn ketinggian air yang dikhawatirkan membanjiri pompa 

karena sudha kedap air. Sekitar dua tahun yang lalu resmi alat perairan 

baru ini bernama submersibel atau lebih dikenal masyarakat dengan sibel 

dioperasikan oleh kelompok petani dan kelompok tukang air, setelah 

berjalan dengan cukup lamanya waktu menghasilkan peningkatan 

produksi panen yang meningkat dengan seperti itu membantu 

perekonomian masyarakat khusunya di desa Bibrik kecamatan Jiwan 

kabupaten Madiun.
94

 

Praktik pemungutan jasa pengairan sawah dengan sistem sibel adalah 

mengambil pangutan dari petani ke petani. Pengambilan pangutan 

dilakukan di masa akhir panen, sedangkan masa panen sekitar tiga bulan, 

dengan cara datang ke setiap rumah-rumah petani sekitar pukul 08.00 
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 Mahbub Zunaidi, (Sekretaris Desa/Desa Bibrik Jiwan Madiun), Wawancara, Madiun 29 April 

2018. 
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WIB sampai dengan 20.00 WIB. Setiap pembayaran tidak dikenakan 

bukti pembayaran yang sah yaitu berdasarkan asas kepercayaan antara 

kelompok tukang air dengan petani-petani. Nominal pungutan jasa 

pembayaran pengairan sawah dengan sistem sibel ditentukan hasil 

keputusan pemerintah kepala desa dengan mempertimbangkan keadaan 

masyakarat desa Bibrik.
95

 

Desa Bibrik termasuk daerah agraris sehingga mayoritas masyarakat 

bermata pencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. 

Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, 

bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Bentuk pelayanan yang 

dilakukan oleh petugas kelompok tukang air atas pembayaran jasa 

pengairan sawah dengan sistem sibel diantaranya adalah pengairan air ke 

sawah-sawah, pelebaran sementara saluran irigasi, pemantauan air 

selama satu musim panen sesuai kesepakatan. 

Berdasarakan pemaparan para petani yang tergabung dalam 

kelompok tani desa Bibrik mengenai pembayaran jasa pengairan sawah 

dengan sistem sibel ini, dinilai cukup memberatkan dengan tarif lumayan 

tinggi. Hal ini disebabkan pendapatan tidak menentu yang dialami oleh 

para petani, disamping itu faktor cuaca juga berperan sangat penting, 

terutama musim kemarau sehingga mempengaruhi saluran irigasi di 

sawah-sawah tidak terdapat air yang akan mengaliri ke sawah-sawah 

petani.
96
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 Supali(petani desa bibrik), wawancara, Madiun, Tanggal 09 oktober 2018.  
96

 Supali(petani desa bibrik), wawancara, Madiun, Tanggal 09 oktober 2018. 
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Disamping itu penawaran harga padi dikatakan rendah, sehingga 

mempengaruhi keuntungan para petani. Dari beberapa alasan diatas 

dirasa cukup memberatkan para petani, karena pendapatan mereka yang 

sering kali tidak menentu. Akan tetapi untuk kemajuan dan 

pembangunan irigasi sawah maka para petani merelakannya, karena para 

petani berharap dengan adanya pemungutan pembayaran jasa pengairan 

sawah dengan sistem sibel ini, akan semakin baik pula aliran irigasi dan 

semakin bertambahnya debet air yang akan dialirkan yang ada di desa 

Bibrik, kecmatan Jiwan, kabupaten Madiun. 

Dalam praktik pompanisasi tersebut, pelaksanaan kerjasama kedua 

belah pihak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan timbul 

persengketan, terutama pada proses pengairan sawah dan pembayaran 

pengairan sawah. Dalam proses penyiraman sawah, yang sering terjadi 

adalah buruknya pelayanan pengairan yang mayoritas karena adanya 

penguasaan mata air oleh petani maupun kelompok tukang air tertentu. 

Sedangkan pada awal perjanjian, kelompok tukang air telah sepakat 

untuk melakukan pengairan dengan cara siapa yang mendaftar terlebih 

dahulu itu yang akan dialiri air dan kemudian dialirkan ke sawah 

selanjutnya. Namun karena adanya penguasaan mata air oleh beberapa 

petani dan kelompok tukang air tertentu, maka sebagian petani 

mengalami kekurangan air.
97
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 Marsini(petani desa Bibrik), wawancara, Madiun, Tanggal 09 oktober 2018. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

59 

 

 

 

Di lapangan penulis melakukan wawancara dengan petani tentang 

pembayaran jasa pengairan sawah dengan sistem sibel di desa Bibrik, 

kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun yang meliputi; 

Pertama, Sakimun mengungkapan merasa tidak puas dengan 

pelayanan pengairan sawah dengan sistem sibel yang diberikan oleh 

kelompok tukang air, karena pelayanan yang diberikan tidak sesuai 

dengan perjanjian di awal tetapi tetap meminta pungutan pembayaran, di 

sini saya merasa hak saya belum terpenuhi.
98

 

Kedua, Hadi Paeran mengatakan kecewa dengan pelayanan yang 

diberikan kelompok tukang air kepada petani untuk melakukan 

pengairan sawah dengan sistem sibel, karena pelayanan pengairan 

dilakukan oleh orang-orang tertentu tetapi tetap melakukan pemungutan 

pembayaran yang tidak diperjanjikan di awal.
99

 

Ketiga, Zaini mengungkapan bahwa pelayanan jasa pengairan sawah 

dengan sistem sibel sudah dilakukan cukup baik tetapi ada pembayaran 

yang di pungut tidak ada keterangan di awal perjanjian.
100

 

Keempat, Supri mengungkapan bahwa pelayanan jasa pengairan 

sawah dengan sistem sibel dilakukan tetapi tetap meminta pangutan 

yang tidak ada keterangan di awal perjanjian.
101

 

Kelima, Sundari mengatakan bahwa pelayanan jasa pengairan sawah 

dengan sistem sibel berjalanan sebagaimana mestinya tetapi tetap 

meminta pungutan yang tidak ada keterangan di awal perjanjian.
102

 

                                                 
98

 Sakimun (petani desa Bibrik), wawancara, Madiun, Tanggal 11 oktober 2018. 
99

 Hadi Paeran (petani desa Bibrik), wawancara, Madiun, Tanggal 11 oktober 2018. 
100

 Zaini (petani desa Bibrik), wawancara, Madiun, Tanggal 11 oktober 2018. 
101

 Supri (petani desa Bibrik), wawancara, Madiun, Tanggal 11 oktober 2018. 
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Keenam, Sumini menjelaskan bahwa sangat disayangkan sekali 

ketika pungutan tidak sesuai dengan perjanjian di awal, adanya 

tambahan yang dilakukan oleh kelompok tukang air sangat merugikan 

kelompok petani yang hanya bermata pencarian sebagai petani.
103

 Di 

lapangan penulis juga melakukan wawancara kepada kelompok tukang 

air di desa Bibrik, kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun yang meliputi; 

Pertama, Marsino bendahara kelompok tukang air menjelaskan 

bahwa pungutuan yang dilakukan oleh masing-masing kelompok tukang 

air ada sebagian yang langsung diberikan kepada masing-masing 

kelompok tukang air sebagi upah mereka sedangkan sisanya digunakan 

untuk perbaikan irigasi dan menjadi kas kelompok tukang air dan 

distribusikan untuk desa, tetapi disisi lain ada pungutan yang harus 

dibayarkan pera petani kepada kelompok tukang air.
104

 

Kedua, Kirun ketua kelompok tukang air mengatakan bahwa 

pelaksanaan pemungutan pembayaran jasa pengairan sawah dengan 

sistem sibel dilakukan setelah masa akhir panen yang dilakukan di rumah 

masing-masing para petani sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan 

pukul 20.00 WIB.
105

 

Ketiga, Basori mengatakan selain pembayaran yang ada di 

keterangan awal perjanjian petani juga dibebankan pembayaran yang 

akan disampaikan oleh kelompok tukang air ketika melakuakn 
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 Sundari (petani desa Bibrik), wawancara, Madiun, Tanggal 11 oktober 2018. 
103

 Sumini (petani desa Bibrik), wawancara, Madiun, Tanggal 11 oktober 2018. 
104

 Marsino (Bendahara kelompok tukang air desa Bibrik) wawancara, Madiun, Tanggal 11 oktober 

2018. 
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 Kirun (Ketua kelompok tukang air desa Bibrik) wawancara, Madiun, Tanggal 11 oktober 2018 
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pemungutan pembayaran jasa pelayanan pengairan sawah dengan sistem 

sibel.
106

\ 

 

4. Orang yang melakukan akad 

Pihak-pihak yang melakukan akad di musim kemarau dengan sistem 

pengupahan di desa Bibrik ini dilakukan oleh pihak petani baik petani 

desa Bibrik maupun di luar desa Bibrik yang memiliki lahan sawah di 

Desa Bibrik dan pihak kelompok tukang air yang melakukan irigasi 

sebagai pelayanan kepada petani untuk mengairi air ke sawah-sawah 

petani. 

 

5. Manfaat yang diperjanjikan 

Pengairan sawah adalah salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi, 

dari irigasi petani dapat melakukan penggarapan lahan dan perawatan 

tanaman. Di desa Bibrik ini petani menggunakan jasa dari petugas 

kelompok tukang air untuk membanttu mengairi sawah petani di musim 

kemarau, karena di musim kemarau sulit mendapatan pengairan yang 

cukup untuk lahan pertanian yang dilakukan secara bergantian dan 

membutuhkan waktu yang cukup lama.
107
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 Basori (Anggota kelompok tukang air desa Bibrik) wawancara, Madiun, Tanggal 11 oktober 

2018. 
107

 Mahbub Zunaidi, (Sekretaris Desa/Desa Bibrik Jiwan Madiun), Wawancara, Madiun 29 April 

2018. 
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6. Upah kerja kelompok tukang air 

Pemberian upah jasa pengairan sawah kepada kelompok tukang air di 

desa Bibrik ini dilakukan dengan memberikan upah diakhir masa panen 

sekitar tiga sampai empat bulan, kemudian tinggal mengkalikan berapa 

kali jumlah irigasi dan tanaman yang ditanam juga mempengaruhi 

jumlah berapa kali harus melakukan pengairan. Kebanyakan petani 

memberikan upah setiap kali pengairan atau di akhir masa panen. 

Besarnya upah yang diberikan dari petani kepada tukang air sebesar 

12,5 kilogram padi setiap kotak sawah dengan ukuran setiap kotak 100 

meter pesergi dengan rincian 10 kilogram padi untuk upah tukang air itu 

sendiri, sedangkan 2,5 kilogram digunakan untuk kas kelompok tukang 

air dan digunakan untuk kontribusi di desa. Selain besarnya upah yang 

dijelaskan di atas ada upah penarikan yang di bebankan petani yaitu 

sebesar Rp. 10.000,- yang digunakan untuk pribadi tukang air di desa 

Bibrik.108 
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BAB IV 

 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA PENGAIRAN SAWAH 

DENGAN SISTEM SIBEL DI DESA BIBRIK KECAMATAN JIWAN 

KABUPATEN MADIUN 

 

A. Analisis Praktik Upah  Air Sawah dengan Sistem Sibel  di desa Bibrik 

kecamatan Jiwan kabupaten Madiun 

 

Perjanjian upah air dengan sistem sibel pada musim kemarau ataupun 

tidak di desa Bibrik ini termasuk akad perjanjian ija>rah. Yaitu merupakan jenis 

akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sesuai perjanjian di 

awal. Seseorang yang melakukan akad perjanjian ija>rah harus mengetahui hal-

hal yang mengakibatkan akad ija>rah itu sah atau tidak sah. 

Disebutkan bahwa dalam akad ija>rah ada syarat dan rukun yang harus 

dipenuhi sehingga akad ija>rah menjadi sah dan sesuai. Adapaun rukun dalam 

akad ija>rah ada empat yaitu: (a) muta’a>kidain (dua orang yang melakukan 

akad); (b) sighat (ijab kabul); (c) ma’qu>d’alaih (manfaat yang ditransasikan), 

dan adanya upah.
109

 

Adapun dalam praktiknya yang melakukan akad pengairan sawah ini 

adalah kelompok tukang air sebagai penyedia air dan petani di desa Bibrik 

maupun di luar desa Bibrik yang memiliki lahan pertanian di desa Bibrik. 

Keduanya dalam melakukan akad perjanjian ini tanpa adanya paksaan, karena 

petani sangat membutuhkan pengairan untuk kelangsungan pertanian 

sedangkan tanpa bantuan dari kelompok tukang air sangat kesulitan memenuhi 

kebutuhan pengairan untuk sawah mereka sendiri.  

                                                 
109

Ibid, Muhamad Shalih al- munajjid, Intisari Fiqih Islami, Nurul mukhlisin, ...167. 
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Sighat atau ijab kabul merupakan kalimat-kalimat penjelasan yang 

keluar dari salah satu pihak yang melakukan akad atau perjanjian sebagai 

gambaran tujuan dari akan yang dilakukan, sedangkan kabul adalah perkataan 

yang keluar dari pihak yang berakad setelah mengucapkan ijab. Ijab kabul ini 

merupakan indikasi adanya suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak 

manapun. Ketika melakukan akad atau perjanjian untu pengairan sawah petani 

dan kelompok tukanga air menggunakan ucapan, dalam wawancara salah satu 

pihak memberikan contoh: 

 Petani  : Pak besok saya mengairi sawah yang ada di pinggir kanal. 

 Tukang air : Iya pak, besok giliran jam 10 malam. 

 Petani  : Iya tidak apa-apa, berapa upahnya? 

 Tukang air : 12,5 kilogram gabah pak tetapi tidak menentu.
110

 

Dilihat dari contoh di atas, bahwa kedua belah pihak tidak adanya unsur 

paksaan dari pihak manapun dan keduanya saling diuntungkan karena tujuan 

petani adalah untuk mendapatkan pengairan di sawah yang dimiliki petani serta 

tukang air mendapatkan upah dari petani yang menggunakan jasa tukang air. 

Akad atau perjanjian ini dilakukan oleh petani dan tukang air di rumah petani 

atau tukang air dan dimanapun mereka bertemu, bisa di sawah, warung, 

ataupun pinggir jalan. 

Pengairan sawah di desa Bibrik pada musim kemarau ini dengan 

menggunakan biaya adalah sebuah akad atau perjanjian untuk mengambil 

manfaat dari pelaksaan pengairan sawah yang dilakukan oleh kelompok tukang 

air ma’qu>d ‘alaih (manfaat yang ditransaksikan) dalam sistem pengairan sawah 

                                                 
110

 Supali(petani desa bibrik), wawancara, Madiun, Tanggal 09 oktober 2018. 
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ini kelompok tukang air melakukan tahapan pengairan dengan mempersiapkan 

parit jalur pengairan dengan cara menutup saluran-saluran yang akan mengurai 

debit air, membuka pintu air, menyiapkan jadwal bagi petani yang meminta 

pengairan, sampai melakukan pengairan pada tiap lahan-lahan petani. 

Sebagai kompensasi dari manfaat yang didapat oleh petani yaitu berupa jasa 

pengairan sawah dengan sistem sibel yang dilakukan oleh kelompok tukang air 

maka dari itu petani wajib memberikan upah atau jasa yang telah dilakukan 

oleh kelompok tukang air. Meskipun terkadang pengairan dilakukan tidak 

selesai sesuai harapan karena banyaknya petani yang menginginkan pengairan 

sawah dengan sistem sibel ini sehingga para petani harus mengantri untuk 

mendapatkan pengairan ini.
111

 

Proses lahirnya akad atau perjanjian antara petani dan kelompok tukang air, 

biasanya sebelum masa tanam padi dimulai maka akan terlebih dahulu 

dilakukan pertemuan antara petani dan kelompok tani untuk membahas 

kerjasama pengairan yang akan dilakukan dalam masa tanam. Untuk petani 

dikenakan untuk membayar upah sebesar 12,5 kilogram setiap satu kotak sawah 

dengan satu kotak sawah seluas 100 meter persegi yang dapat ditentukan bisa 

dibayarkan di awal atau di akhir masa tanam.
112

 

Dari data yang didapatkan penulis, dalam pertemuan tersebutlah terjadi akad 

kesepakatan bersama. Dimana kelompok tukang air menjelaskan hak dan 

kewajibannya yang kemudian setelah mendapatkan persetujuan kedua belah 

pihak pada masa tanam masing-masing pihak akan melaksanakan tanggung 
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 Marsini(petani desa Bibrik), wawancara, Madiun, Tanggal 09 oktober 2018. 
112

 Sakimun (petani desa Bibrik), wawancara, Madiun, Tanggal 11 oktober 2018. 
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jawabnya. Dengan demikian akad yang disepakati para pihak telah sesuai 

dengan unsur-unsur akad berikut ini: 

1. Apabila dilihat dari segi orang berakad, yang menjadi pihak dalam perjanjian 

akad kerjasama pengairan sawah dengan sibel adalah pihak petani yang 

memiliki lahan sawan sebagai pihak pertama dan pihak kelompok tukanga 

air yang mengelola pengairan sawah sebagai pihak kedua; 

2. Apabila dilihat dari sighatnya atau ijab kabul, maka yang menjadi sighat 

dari perjanjian tersebut adalah berbentuk ucapan yakni dari pihak petani 

yang meminta pengelola pengairan sawah dengan sistem sibel dan pihak 

kelompok tukang air menerima ucapan tersebut; 

3. Apabila dilihat dari objek akad, maka akan menjadi objek dalam perjanjian 

atau akad adalah pengairan sawah dengan sistem sibel; 

4. Apabila dilihat dari segi tujuan akad, maka yang menjadi tujuan akad 

merupakan terkandung harapan saling memperoleh keuntungan dari 

perjanjian kerjasama pengairan dalam pengairan sawah dengan sistem sibel 

dan sekaligus mempunyai manfaat tersendiri baik dari pihak petani dan 

kelompok tukanga air; 

5. Apabila dilihat dari segi upah, maka yang menjadi akhir dari praktik ini 

adalah balas jasa berupa pemberian upah yang dilakukan yaitu sebesar 12,5 

kilogram padi yang di bayarkan petani kepada kelompok tukamh air di akhir 

panen dengan rincian 10 kilogram padi menjadi upah kelompok tukang air 

dan 2,5 kilogram padi digunakan untuk kas kelompok tani dan perbaikan 

saluran irigai, tetapi adanya biaya tambahan yang dilakukan yaitu sebesar 
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Rp. 10.000,- untuk setiap kotak sawah yang dilakukan tanpa perjanjian di 

awal. 

Melihat semua rukun dan syarat akad pengairan sawah dengan sistem sibel 

di desa Bibrik kecamatan Jiwan kabupaten Madiun sudah terpenuhi walaupun 

pada akad ijab kabul di atas jika dilihat dari contoh percakapan petani seolah-

olah melakukan akad pembelian air, namun jika dilihat dari segi makna 

percakapan tersebut hanya untuk mempermudah dalam meminta pengairan air 

pada kelompok tukang air yang intinya uang tersebut diberikan sebagai bentuk 

upah dari petani kepada kelompok tukang air. 

Adanya biaya yang tidak ditetapkan di awal perjanjian, namun jika dilihat 

dari makna percakapan di atas hanya untuk mempermudah dalam meminta 

pengairan air sawah pada kelompok tukang air dan melihat tenaga yang 

dikeluarkan kelompok tukang air dari awal menanam sampai dengan panen 

begutu besar artinya uang tersebut diberikan sebagai bentuk upah dari petani 

kepada kelompok tukang air. Penulis berpendapat bahwa praktik pengairan 

sawah dengan sistem sibel di desa Bibrik kecamatan Jiwan kabupaten Madiun 

sudah sesuai dengan hukum Islam sehingga sah dalam melakukan akad irigasi 

sawah yang dilakukan oleh petani dan kelompok tukang air di Desa Bibrik. 

 

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Upah Air Sawah dengan Sistem 

Sibel di desa Bibrik kecamatan Jiwan kabupaten Madiun 

 

Dalam istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan 

‚mu’jir‛, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan ‚musta’jir‛, benda 

yang disewakan di istilahkan dengan ‚ma’jur‛ dan uang sewa atau imbalan 

atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan ‚ujrah‛.  Ija>rah ada 
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dua jenis. Jenis yang pertama adalah ija>rah yang berlangsung atas manfaat 

yang berasal dari benda tertentu atau dari benda yang disebutkan ciri-

cirinya. Jenis yang kedua adalah menyewa (mengupah) orang untuk 

pekerjaan tertentu.
113

 Dikatakan dalam bentuk ija>rah karena tukang air di 

desa Bibrik memebrikan manfaat jasanya dan manfaat jasa tersebut petani 

merasa terbantu kerena mendapatkan pengairan sawah dengan sistem sibel. 

 Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan 

perjanjian yang bersifat konsensual, yakni perjanjian ini mempunyai 

kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila 

akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (mu’ji<r) 

berkewajiban untuk menyerahkan barang (ma’ju<r) kepada pihak penyewa 

(musta’ji<r), dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak 

penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (ujrah).
114

 

Syarat dan rukun ijara>h harus tetap diperhatikan dalam menjalankan 

akad ija>rah seseorang harus memperhatikan juga ketentuan hukum dari akad 

ija>rah itu sendiri. Petugas pengairan sawah atau dikenal masyarakat tukang 

air dalam akad atau perjanjian ini melakukan pekerjaan pengairan dari 

menyiapkan parit jalur pengairan, membuka pintu air sampai melakukan 

pengairan-pengairan pada setiap lahan petani. Petugas pengairan sawah atau 

tukang air dapat melakukan sendiri ataupun dilakukan dengan kelompok 

tukang air di Desa Bibrik dan juga dapat bekerja sama dengan orang lain 

untuk mengerjakan pekerjaan tersebut biasanya petani yang mempunyai 

                                                 
113

 Shaleh al-Fauzan, Fiqih sehari-hari, terj. Abdul hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 

2005), 482. 
114

 Chairuman Pasaribu, Suwardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta:Sinar Grafika, 

1994) 52. 
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lahan sawah juga ikut serta bekerja sama dalam pekerjaan pengairan sawah 

ini.  

Persiapan pengairan sawah ini membutuhkan waktu dan tenaga yang 

cukup banyak, mulai dari mempersiapkan parit jalur pengairan sampai 

datangnya pengairan ke lahan-lahan petani membutuhkan waktu yang 

berjam-jam. Jadi tukang air yang saru dengan tukang air yang lain dapat 

bergantian dalam menjalankan pekerjaan ini untuk tetap memantau dalam 

kelangsungan pengairan sawah. 

Dalam akad ija>rah waktu pengerjaan harus jelas, apabila tidak 

disebutkan waktunya akan mengakibatkan ketidak jelasan dalam melakukan 

akad ija>rah ini. Mengenai akad pengairan ini waktu pengairan sudah di 

tetapkan baik dalam jumlah hari maupun dalam jalur pengairan yang 

melewati kawasan pertanian sesuai dengan dusun masing-masing. Telah 

ditentukan juga waktu petani akan melakukan pengairan di setiap dusun, 

namun semua waktu yang ditentukan ini bisa berubah bahkan mengalami 

kegagalan tidak sesuai jadwal karena terkadang air yang diharapkan tidak 

ada.
115

 

Desa Bibrik terdapat empat dusun yang terbagi menjadi masing-

masing wilayah pengairan sesuai dengan peraturan bersama yaitu Depok, 

Gegersapi, Bibrik, Batur yang menjadi satu wilayah pengairan dengan 

Bibrik. Jadwal wilayah pengairan setiap dusun yaitu: (a) pertama, jalur 

pengairan satu adalah dusun Gegersapi mendapatkan jadwal hari sabtu 

kemudian dusun Depok dan Bibrik pada hari minggu dan senin; (b) kedua, 
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 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170. 
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dusun Batur mendapatkan jadwal pengairan hari selasa; (c) ketiga, dusun 

Bibrik mendapatkan jadwal pengairan hari rabu; dan (d) keempat, dusun 

Depok mendapatkan jadwal pengairan hari kamis.
116

 

Namun, dalam praktiknya jadwal yang sudah direncanakan hanya 

sebagai acuan saja, tukang air hanya bisa memberikan perkiraan kepada 

petani kapan melakukan pengairan karena debit air pada musim kemarau 

tidak bisa diperkirakan dan juga ditambah banyaknya petanu yang meminta 

terlebih dahulu untuk melakukan pengairan di lahan pertaniannya. 

Kelompok tukang air melakukan berbagai usaha agar kebutuhan pengairan 

pada musim kemarau dapat tepenuhi sesuai jadwal yang sudah direncanakan 

dengan menggunakan sistem sibel ini. 

Memanfaatkan sisa pengairan dari lahan lain, memperbesar 

pembukaan pintu air ketika melakukan pengairan, sampai mengurai debit air 

pada wilayah lahan lain. Jika diperhatikan apa yang dilakukan tukang air 

tersebut melanggar peraturan yang sudah dibuat melalui kesepakatan 

bersama, namun di sudut pandang yang lain tukang air melakukan usaha 

agar kawasan pengairan di wilayahnya mendapatkan cukup air. 

Keuntungan dalam pengairan sawah dengan sistem sibel ini tentunya 

di musim kemarau mampu meningkatkan produksi padi dari pada produksi 

padi pada musim kemarau tahun sebelumnya, karena pemakaian pengairan 

ini mampu menompa kesulitan petani untuk mendapatkan pengairan di 

musim kemarau. Adapun kerugian yang hadir di tengah kehidupan petani 
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 Anas Efendi, kepala desa, hasil wawancara pribadi, tgl 10 oktober 2018. 
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dan kelompok tukang air adalah adanya persoalan-persoalan giliran untuk 

mengairi sawah. 

Debit air atau ukuran air yang akan dilakukan tukang air untuk 

pengairan di setiap-setiap sawah petani sekitar lima sampai dengan tujuh 

jam, selain itu apabila ukuran air sudah di rasa cukup untuk sawah kemudian 

aliran tersebut di alirkan ke sawah giliran selanjutnya, tetapi dengan 

keadaan musim kemarau dengan kondisi seperti sekarang yang tanah 

melubang cukup besar membutuhkan waktu yang cukup lama untuk masa 

pengairan sawah. 

Penghasilan pertahun petani di hitung dari satu kotak sawah yang 

setiap tahun menghasilkan tida kali panen dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 4 .1 
Perbandingan 

Kemarau Penghujan 

- Menanam padi 10 kilogram 

- Menghasilkan 2,5 kwintal  padi 

- 2,5 kwintal x 3kali panen = 7,5 

kwintal 

- Menanam padi 10 kilogram 

- Menghasilkan 3 kwintal padi 

- 3 kwintal x 3kali panen = 9 

kwintal 

    

Dapat di simpulkan bahwa setiap tahun petani yang mengikuti 

pengairan sawah dengan sistem sibel musim kemarau ataupun penghujan 

dapat meningkatkan produksi padi untuk petani di desa Bibrik kecamatan 

Jiwan kabupaten Madiun sehingga dapat menopang perekonomian petani, 
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selain itu petani tidak merasa kesulitan untuk mendapatkan pengairan yang 

akan digunakan lahannya. 

Berkaitan dengan upah yang didapat petugas, adanya upah yang di 

bebankan kepada petani yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal, dalam 

pengupahan melalui pembayaran pengairan petani memberikan upahnya di 

awal pada saat melakukan akad atau perjanjian hal ini dilakukan agar lebih 

mudah mendapatkan penjadwalan dan dalam pencatatan biaya yang 

diberikan, ada pula yang melakukan pengupahan di akhir masa panen 

tergantung kesepakatan antara petani dan tukang air. 

Besarnya upah yang diberikan petani kepada tukang air dalam akad 

pengairan sawah ini di desa Bibrik terdapat tiga macam yaitu biaya 

pengairan untuk tukang air yang sudah ditentukan antara tukang air dan 

petani, apabila upah tersebut telah disepakati pada saat melakukan transaksi, 

maka upah tersebut merupakan upah yang telah disebutkan. Apabila belum 

disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah tersebut, maka dapat 

diperlakukan upah yang sepadan. 

Upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: (a) upah yang telah 

disebutkan (ajrun musamma); (b) upah yang sepadan (ajru mitsli). Upah 

yang telah disebutkan (ajru musamma) itu syaratnya ketika disebutkan harus 

adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap 

upah tersebut. Disamping itu pihak musta’jir tidak boleh dipaksa untuk 

membayar lebih besar dari apa yang sudah disebutkan, sebagaimana pihak 

ajiir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang 
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disepakti, melainkan upah tersebut adalah upah yang wajib mengikuti 

syara’.
117

 

Sedangkan upah yang sepadan (ajru mitsli) merupakan upah sepadan 

dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi kerjanya, apabila akad ija>rah 

telah menyebutkan jasa kerjanya. Dan upah yang sepadan tersebut bisa jadi 

menjadi upah yang sepadan dengan pekerjaan saja, apabila akad ija>rahnya 

menyebutkan jasa pekerjaanya. 

Sehingga dalam akad pengairan di desa Bibrik ini pengupahanya 

sudah memenuhi baik dari upah yang ditentukan tetapi masih adanya upah 

yang dikeluarkan petani kepada tukanga air yang tidak ada di akad atau 

perjanjian awal, karena ketika pengupahan tanpa di prediksi para tukang air 

meminta upah dari petani selain dari apa yang sudah di perjanjikan. 

Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam melakukan jasa pengairan 

sawah di desa Bibrik ini cukup besar melihat jumlah tukang air yang banyak 

dan orang yang di minta untuk membantu pengairan sawah ini. Tukang air 

harus bekerja keras dalam melakukan pengairan sawah agar kebutuhan 

pengairan petani dapat terpenuhi dengan maksimal. Walaupun sebenarnya 

besarnya tenaga yang di curahkan bukan menjadi ukuran penentuan upah 

namun karena tukang air kebanyakan bukan dari perangkat desa tukang air 

yang berkedudukan sebagai perangkat desa yang melakukan akad dengan 

petani secara sah maka perlu meminta upah. 

Melihat tenaga yang di curahkan cukup besar jasanya juga di berikan 

cukup besar, karena telah membantu petani melakukan pengairan lahan 
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 Ibid, Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, Minhajul Muslim, Mustofa ‘Aini, 570. 
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pertaniannya agar petani tetap bisa mengelola lahannya serta memberi 

pengairan pada tanamannya dan sesuai dengan dasar hukum Sunnah yaitu: 

عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ قاَلَ قاَلَ َُّسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعَْطوُا اأََْجِيَر 
 عَرَقهُُ  أَجْر َُۖ قَ بْلَ أَنْ يََِفَّ 

 

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah 

bersabda, "Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya 
mengering." (H.R. Ibn Majah)

118
 

 

Namun dalam tugasnya memilik peran masing-masing dalam proses 

tercapainya pengairan, sehingga besarnya upah yang di dapat juga berbeda 

antara para tukang air perangkat desa dengan tukang air yang bukan 

perangkat desa dan orang yang di minta bantuan oleh tukang air. 

Menurut analisis dari peneliti dalam segi ketentuan-ketentuan hukum 

dalam akad ija>rah, mas{lah{ah mursalah, dan ujroh mulai dari bentuk kerja 

yang dilakukan tukang air, ketentuan waktu yang dilakukan serta upah jasa 

yang diberikan dari akad ini. Sehingga dalam akad ini terdapat adanya 

pengupahan sebagai ganti dari jasa tukang air yang diberikan, maka dari 

pada itu akad ini sudah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam akad ija>rah 

dan dapat dikatakan boleh dilakukan meskipun terlihat adanya perbuatan-

perbuatan yang dipaksakan dalam memenuhi pengairan sawah namun pada 

garis besarnya semua itu di lakukan demi kemaslahatan bersama antara 

petani di wilayah desa Bibrik. 

Sehingga dengan adanya kerelaan antara kedua belah pihak yaitu 

antara petani dan tukang air mengenai hal sistem pembayaran upah 

pengairan sawah ini memberikan kebaikan untuk kelangsungan dan 
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 Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-a’qalani, Bulughul Maram, Hamim Thohari Ibnu M Dalimi (Jakarta, PT 

Gramedia, 2013),318. 
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terpenuhinya pengairan sawah yang digunakan untuk meningkatnya hasil 

panen dan produksi padi di lahan sawah desa Bibrik Kecamatan Jiwan 

Kabupaten Madiun. 

Adapun mengenai pengupahan pengairan sawah dengan sistem sibel 

di Desa Bibrik ini adalah dengan petani membayar kepada tukang air sebesar 

12,5 kilogram padi untuk satu kotak sawah yang seluas 100 meter persegi 

kemudian adanya biaya Rp. 10.000,- untuk setiap satu kotak sawah 

tergantung berapa luas sawah petani yang di airi oleh tukang air yang 

diberikan biaya itu digunakan untuk kepentingan pribadi tukang air di 

karenakan melihat tenaga besar yang di keluarkan tukang air untuk 

kelangsungan pengairan air sawah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari keseluruhan pembahasan bab pertama samapai dengan bab 

empat pembahasan skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan: 

1. Praktik jasa pengairan sawah di desa Bibrik adalah dengan cara 

perjanjian di awal dan lahirnya proses akad ini dilakukan sebelum masa 

tanam padi dimulai maka akan terlebih dahulu dilakukan pertemuan 

untuk membahas kerjasama pengairan yang akan dilakukan dalam masa 

panen. Upah dalam paraktiknya petani memberikan upah pada tukang air 

atas pengerjaan yang dilakukan, pada lafal pengucapanya terlihat petani 

mengucapkan seperti akad jual beli bukan akad ija>rah tetapi 

menggunakan akad ija>rah. Hal ini dilakukan akan lebih luwes dalam 

melakukan ijab kabul tetapi tetap dalam maknanya. 

2. Berdasarkan analisis hukum Islam praktik jasa pengairan sawah dengan 

sistem Sibel di desa Bibrik, kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun adalah 

sah karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun ija>rah dan mas{lah{ah 

mursalah karena di sini tukang air melakukan tambahan upah disebabkan 

begitu banyak tengaa yang dikeluarkan dari awal sampai akhir panen dan 

berakad dengan jasanya bukan dengan menjual air dari sungai, selain itu 

ada tukang air selain dari kelompok tukang air melainkan dari perangkat 

desa yang memerlukan pengupahan atas pekerjaan yang dilakukan. 
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B. Saran 

1. Perlunya kesadaran dari masing-masing pihak terhadap pengairan yang 

dilakukan pada musim kemarau seperti sekarang, agar semua proses 

pengairan sawah dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan 

kebutuhan dan tidak menimbulkan masalah antara para pihak. 

2. Perlunya laporan dari tukang air terhadap biaya pengairan sawah yang 

terkumpul dari jasa pengairan sawah ini, agar tidak menimbulkan 

prangsaka-prangsaka buruk dari petani dan kelompok tukang air, dan 

sebaiknya menghilangkan biaya tambahan di setiap penarikan upah jasa 

pengairan sawah sehingga tidak menimbulkan kejanggalan dalam praktik 

ini. 
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